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ABSTRAK

Nama : Zahril Fajarni

NIM : 220102245

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku

Usaha Perkebunan Di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat Menurut Konsep Saman Dalam Akad Jual Beli

Tanggal Sidang : 30 - juli - 2026

Tebal Skripsi : 108 halaman

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

Pembimbing I1 : Yuhasnibar, M.Ag

Kata Kunci : Mekanisme Harga, Karet, Saman, Akad Jual Beli,
Figh Muamalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mekanisme penetapan harga karet di
Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang pada tingkat petani sering
kali lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya diterima. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai dasar penetapan harga
sehingga posisi tawar petani dalam transaksi jual beli masih relatif lemah.
Penelitian ini menyelidiki tentang mekanisme harga karet di kalangan pelaku
usaha kebun rakyat, mengkaji indikator yang mempengaruhi besaran harga karet,
serta meninjau kesesuaian mekanisme penetapan harga karet berdasarkan konsep
saman dalam figh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-
empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan metode
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
yang hasil penelitiannya dapat dipaparkan bahwa mekanisme harga karet
dilakukan melalui penetapan harga oleh pengepul dan toke karet berdasarkan
kondisi pasar yang berlaku, kemudian harga tersebut disampaikan kepada petani
sebagai dasar dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, petani umumnya
mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pengepul dan toke pada saat transaksi
berlangsung. Indikator utama yang mempengaruhi besaran harga karet meliputi
kualitas karet, biaya distribusi atau jarak tempuh, dan harga pasar dunia yang
menjadi dasar pertimbangan pengepul dan toke dalam menetapkan harga
pembelian karet. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi besaran
harga yang diterima petani dalam setiap transaksi jual beli karet. Ditinjau dari
konsep saman, mekanisme penetapan harga karet pada dasarnya telah sesuai
dengan prinsip hukum Islam karena harga ditentukan berdasarkan faktor-faktor
yang memengaruhi nilai suatu komoditas. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas
karet, biaya distribusi atau jarak tempuh, serta perkembangan harga pasar yang
menjadi landasan bagi pengepul dan toke dalam menentukan harga beli kepada
petani.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini
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1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag., Selaku Pembimbing I,
yang telah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi
memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga
kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. sejak tahap
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diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan
baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan
yang terbaik dari Allah Swt. dan senantiasa diberikan kesehatan serta
keberkahan dalam menjalankan tugas.

. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis
sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan
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di bangku kuliah, tetapi juga belajar tentang arti kesabaran, keikhlasan,
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Penulis,
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab

1. Konsonan

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alf tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< T2’ T Te
- Sa S (dengan t};:‘c?k di atas)

z Jim J Je

z Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh Ka dan Ha

2 Dal D De

A Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er

B Zai Z Zet
o Stn S Es




o Sy Sy es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L 7a z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

d Ga G Ge

- Fa F Ef

Qa Q %

&l Ka K Ka

J La L El

¢ Ma M iy

o Na N =

5 Wa w %e

2 Ha H Ha

3 Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya Y e

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

[ fathah A A

Xi



Kasrah

dammah

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Gabungan huruf Nama
huruf
! J at.hafz, Ai Adanl
dan ya
S fatha}_z Au A dan U
dan wau
Contoh:
Kaifa cal
Haula Js
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nehs Huruf dan Nam
Huruf Tanda
s Jathah da13 )alzfatau A a dan garis di atas
va
S kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas
5. dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JG _qgala (40 -rama
ds -qila 358 -yaqiilu
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4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta 'marbiitah ada dua:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati
Ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ¢a@’marbiitah itu ditransliterasikan

dengan ha (h).

Contoh:
QbW &n5y  -raud ah al-agfal
5 3all Al -al-Madinah al-Munawwarah
dall -talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
(b} -rabbana J%  -nazzala
5l -al-birr CAJ\ -al-hajj
Az -nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
(J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

xiii



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jas  -ar-rajulu suldl -as-sayyidatu
Sl asy-syamsu Aﬂl\ -al-qalamu
&l -al-badi‘u OYa0l -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
o4l _ta’ khuziina ¢ 31 _an-naw’
Bl -syai’un o -inna
&5d umirtu K -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

S50 i sl dl &) -Wa inna Allah lahuwa khair ar-raziqin
Xiv



O el 3 ORI ) 58508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan

A=V PR -Tbrahim al-Khalil

Wl a3 ) Haa il aly -Bismillahi majraha wa mursah
v E il e g -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
Sl ) & i) oy -Man istata‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
85 4
ol fmh i 351 &)

L e .,,o,{ o 2 20 "
Sl 4d 33 (gl Glima )y Hes

sl GG o

Callal) 5 b sl

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud i‘a linnasi

-lallaza bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fth al
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi unzila fthil
qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
-Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
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Contoh:

Gy b g df (ja Hia -Nasrun minallahi wa fathun garib
ESVERESAN _Lillahi al-amru jami‘an
PRSP 33 31 ~Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saman merupakan nilai tukar, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menilai
dan menukar suatu barang dengan barang lain secara adil dan seimbang. Konsep
nilai tukar ini menunjukkan bahwa saman tidak hanya berfungsi sebagai alat
pembayaran, tetapi juga sebagai ukuran nilai yang mencerminkan manfaat dan
kegunaan barang yang dipertukarkan. Dengan adanya saman, suatu barang dapat
dinilai secara objektif sehingga proses pertukaran tidak berlangsung secara
sepihak, melainkan berdasarkan kesetaraan nilai yang disepakati oleh para pihak
yang berakad. saman mengacu pada harga yang adil dan seimbang, yaitu harga
yang di terima secara umum sebagai nilai sepadan dari barang atau jasa yang di
tawarkan. Harga yang adil (saman) di tentukan oleh mekanisme pasar. Jika
permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka harga cenderung naik.
Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga cenderung
turun,!

saman Sebagai nilai tukar berperan menjaga keseimbangan (tawazun)
dalam transaksi. Islam memandang bahwa setiap pertukaran harus didasarkan
pada prinsip keadilan, yakni tidak adanya pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.
Oleh karena itu, saman harus sebanding dengan nilai manfaat yang terkandung
dalam barang. Apabila nilai tukar tidak seimbang karena harga terlalu rendah atau
terlalu tinggi maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur kezaliman
dan bertentangan dengan tujuan syariat.

Saman berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan
fungsinya, seperti gandum, minyak, atau benda-benda lainnya yang bisa di takar
atau di timbang. Dalam figh muamalah, saman sebagai alat tukar tidak dibatasi

hanya

! Muhammad ‘Abd al-Man‘am al-Jamal, Al-Igtisad al-Islami: Dirasah Tahliliyyah (Kairo:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2000), hlm. 112-114.



pada uang saja. dalam pengertian modern, saman mencakup segala sesuatu yang
diakui oleh syariat dan kebiasaan masyarakat sebagai media pertukaran nilai. Para
ulama memandang bahwa yang terpenting dari saman bukanlah bentuk fisiknya,
tetapi fungsinya sebagai alat untuk menilai dan menukar barang secara adil. Oleh
karena itu, figh muamalah bersifat terbuka terhadap berbagai bentuk alat tukar
selama memenubhi prinsip-prinsip syariat.

Dalam kajian figh klasik, alat tukar yang paling utama dan ideal adalah
uang berupa emas (dinar) dan perak (dirham). Keduanya diterima secara luas
dalam masyarakat dan memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil, sehingga mampu
menjalankan fungsi saman sebagai pengukur nilai, media pertukaran, dan
penyimpan nilai. Karena alasan tersebut, banyak pembahasan figh menjadikan
emas dan perak sebagai rujukan utama dalam penentuan hukum-hukum terkait
harga dan transaksi.

Seiring perkembangan zaman, bentuk alat tukar tidak lagi terbatas pada
emas dan perak. Uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh negara dan
kemudian diakui oleh para ulama kontemporer sebagai saman yang sah.
Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, uang kertas
diterima secara umum, ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan mampu
menjalankan fungsi sebagai alat tukar. Dengan dasar ini, figh muamalah
mengakui uang modern sebagai saman karena memenuhi unsur kemaslahatan dan
kebutuhan masyarakat.’

Dalam konteks ekonomi modern, alat tukar berbasis teknologi seperti
uang elektronik dan sistem pembayaran digital juga dapat dipahami sebagai
bentuk saman, selama memiliki nilai yang jelas, diakui secara hukum, dan tidak
mengandung unsur gharar, riba, atau spekulasi berlebihan. Pandangan ini

menegaskan bahwa figh muamalah bersifat adaptif (mudah menyesuaikan)

2 Abii ‘Ubayd al-Qasim ibn Sallam, Al-Amwal (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 430-432.
3 Rafiq Yinus al-Misri, Usil al-Igtisad al-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm.
173-175.



terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan
kemaslahatan.

Dalam transaksi modern, konsep saman dipahami sebagai nilai tukar yang
menjadi imbalan atas barang atau jasa, namun penerapannya mengalami
penyesuaian seiring perkembangan sistem ekonomi dan teknologi. Jika dalam
figh klasik saman sering dikaitkan dengan emas dan perak, maka dalam konteks
modern saman lebih banyak diwujudkan dalam bentuk uang fiat, uang elektronik,
dan instrumen pembayaran non-tunai. Meskipun bentuknya berubah, esensi
Saman tetap sama, yaitu sebagai penentu nilai yang menjamin keadilan dan
kejelasan dalam pertukaran ekonomi. *

saman tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai
instrumen kepastian hukum. Kejelasan harga menjadi syarat penting dalam
berbagai bentuk transaksi kontemporer, seperti jual beli daring (e-commerce),
pembiayaan syariah, dan kontrak bisnis modern. Harga harus dinyatakan secara
transparan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan di
kemudian hari. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan syariat yang menolak praktik
gharar dan ketidakpastian dalam akad muamalah. Perkembangan teknologi
keuangan juga memengaruhi mekanisme saman digunakan dalam transaksi.
Pembayaran digital, transfer elektronik, dan uang elektronik dipandang sebagai
representasi nilai tukar yang sah selama memiliki nilai yang jelas dan diakui
secara hukum. Dalam hal ini, saman tidak lagi dipahami secara fisik, melainkan
sebagai nilai nominal yang tercatat secara sistematis. Para ulama kontemporer
menilai bahwa selama sistem pembayaran tersebut menjamin kejelasan nilai dan
tidak mengandung unsur riba atau penipuan, maka penggunaannya sejalan dengan

prinsip figh muamalah.’

4 M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation,
1992), hlm. 327-329.

> Monzer Kahf, Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic
Economic System (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003), hlm. 145-147.



Konsep saman juga dipahami sebagai harga yang terbentuk melalui
mekanisme pasar, selama mekanisme tersebut berjalan secara wajar dan adil.
Islam tidak menolak sistem harga pasar, tetapi memberikan batasan agar harga
tidak terbentuk melalui manipulasi, spekulasi berlebihan, atau praktik yang
merugikan masyarakat.® Oleh karena itu, saman dalam transaksi modern harus
mencerminkan nilai manfaat barang, biaya produksi yang wajar, serta kondisi
permintaan dan penawaran yang normal. Prinsip ini menunjukkan bahwa konsep
saman bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan
sistem ekonomi modern.

Dalam praktik jual beli komoditas seperti karet, Saman memiliki peran
yang sangat penting karena karet merupakan barang yang diperdagangkan dalam
skala besar dan harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Saman dalam jual
beli karet umumnya ditentukan berdasarkan kualitas karet, kadar kering, standar
mutu, serta harga pasar yang berlaku pada waktu transaksi. Dengan demikian,
harga karet tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti
ukuran-ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan syariat.’
Kejelasan saman dalam jual beli karet menjadi kunci untuk menjaga keadilan
antara petani, pedagang, dan pembeli industri. Selain itu, dalam jual beli karet
sering dijumpai praktik pembayaran yang tidak selalu dilakukan secara tunai,
melainkan secara tempo atau berdasarkan kesepakatan tertentu.

Dalam figh muamalah, praktik ini diperbolehkan selama nilai saman
ditentukan dengan jelas sejak awal akad dan waktu pembayarannya disepakati
secara tegas. Ketidakjelasan harga atau perubahan harga sepihak setelah akad

berlangsung dapat menyebabkan transaksi mengandung gharar dan berpotensi

6 Tbn Taymiyyah, Al-Hisbah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Sha‘b, 1976), him. 28-30.

7 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam (Jakarta: Kemendag RI,
2019), hlm. 5-7.



merugikan salah satu pihak, khususnya petani sebagai pihak yang lebih lemah
secara ekonomi.

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang
diperdagangkan oleh masyarakat di Kabupaten Langkat dan menjadi sumber
pendapatan penting bagi petani. Dalam praktik jual beli karet di daerah ini, alat
tukar yang digunakan adalah uang sebagai saman, yang berfungsi menilai dan
menukar hasil produksi karet dari petani kepada pedagang pengumpul atau pabrik
pengolahan. Harga karet di tingkat petani umumnya ditentukan berdasarkan mutu
karet, kadar karet kering, serta kondisi pasar pada saat transaksi, sehingga saman
tidak hanya bersifat nominal, tetapi mencerminkan nilai ekonomis karet yang
diperjualbelikan.®

jual beli karet yang terjadi di Kabupaten Langkat termasuk jual beli barang
yang sah karena karet memiliki manfaat yang jelas dan nilai ekonomi yang diakui
oleh Masyarakat tetapi dalam praktinya belum sesuai. Penggunaan uang sebagai
saman dalam transaksi tersebut berfungsi untuk memastikan terjadinya
pertukaran yang seimbang antara barang dan harga. Oleh karena itu, kejelasan
harga menjadi syarat penting agar akad jual beli karet terbebas dari unsur gharar
dan ketidakadilan, khususnya mengingat kualitas karet yang dapat berbeda antara
satu petani dengan petani lainnya.

Dalam praktik perdagangan karet, kepemilikan karet dapat berasal dari
perusahaan perkebunan maupun dari masyarakat (petani perorangan), dan
perbedaan kepemilikan ini berpengaruh langsung terhadap mekanisme penetapan
harga. Pada perusahaan perkebunan, harga karet umumnya ditentukan secara
relatif lebih terstruktur karena perusahaan memiliki standar mutu, sistem
penilaian kualitas, serta akses langsung ke pabrik pengolahan atau pasar yang

lebih luas. Penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan teknis seperti

8 Soekartawi, Agribisnis: Teori dan Aplikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), him.
91-93.



kadar karet kering, volume produksi, serta harga pasar yang berlaku, sehingga
saman yang ditetapkan cenderung lebih seragam dan stabil.

Berbeda dengan perusahaan, karet yang dimiliki oleh masyarakat atau
petani perorangan sering kali diperdagangkan melalui pedagang pengumpul
dengan sistem yang lebih sederhana. Dalam kondisi ini, harga karet tidak
ditetapkan oleh satu otoritas tertentu, melainkan sangat bergantung pada negosiasi
antara penjual dan pembeli. Akibatnya, harga yang diterima petani dapat berbeda-
beda antara satu orang dengan yang lain, meskipun kualitas karet yang dijual
relatif sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti posisi tawar petani,
kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta informasi pasar yang terbatas. Kondisi
tersebut menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat karena variasi harga yang
terlalu lebar dapat memunculkan ketidakadilan dalam transaksi. Petani yang
memiliki akses informasi pasar yang lebih baik atau volume produksi yang lebih
besar cenderung memperoleh harga lebih tinggi, sementara petani kecil sering kali
menerima harga yang lebih rendah. Dalam perspektif figh muamalah, situasi ini
berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penetapan saman apabila
harga ditentukan tanpa kejelasan standar dan tanpa mempertimbangkan nilai
manfaat barang secara wajar.’

Selain itu, fluktuasi harga di tingkat petani juga dipengaruhi oleh rantai
distribusi yang panjang. Karet dari petani biasanya melewati beberapa perantara
sebelum sampai ke kebun karet, sehingga setiap mata rantai mengambil
keuntungan. Akibatnya, harga yang diterima petani menjadi lebih rendah
dibandingkan harga di tingkat industri. Kondisi ini memperkuat prermasalahan di
masyarakat karena saman yang diterima petani sering kali tidak mencerminkan

nilai ekonomi karet yang sebenarnya.°

® Muhammad Akram Khan, Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu
(Leicester: The Islamic Foundation, 1991), him. 142-144.
10 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 118-20.



Desa Jati Sari di Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah yang
menjadikan kebun karet sebagai sumber utama penghasilan nafkah masyarakat.
Sebagian besar penduduk desa menggantungkan kehidupan ekonomi rumah
tangganya pada hasil sadapan karet, baik sebagai pemilik kebun maupun sebagai
penyadap. Kebun karet di Desa Jati Sari umumnya dikelola secara tradisional oleh
masyarakat, dengan skala kepemilikan yang relatif kecil hingga menengah,
sehingga pendapatan petani sangat bergantung pada harga jual karet di tingkat
lokal.

Hal yang membuat kebun karet di Desa Jati Sari menarik untuk diteliti
adalah mekanisme jual beli dan penetapan harga karet yang beragam di tingkat
masyarakat. Tidak seperti perkebunan besar atau perusahaan, petani karet di desa
ini menjual hasil karet kepada pedagang pengumpul atau pembeli perorangan
dengan harga yang sering kali berbeda antara satu petani dengan petani lainnya.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas karet, waktu penjualan, hubungan
sosial antara penjual dan pembeli, serta posisi tawar petani. Kondisi ini
menjadikan kebun karet di Desa Jati Sari sebagai contoh nyata dinamika ekonomi
rakyat kecil yang masih menghadapi ketidakpastian harga.

Selain itu, kebun karet di Desa Jati Sari menarik untuk dikaji karena karet
bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga penopang keberlangsungan hidup
masyarakat. Fluktuasi harga karet secara langsung memengaruhi kemampuan
petani dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan
kesehatan. Dengan demikian, praktik jual beli karet di desa ini tidak hanya
menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan,
kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Jati Sari menjadi lokasi penelitian
yang relevan untuk mengkaji praktik transaksi karet dan penetapan harga (saman)
dalam perspektif figh muamalah. Desa ini merepresentasikan realitas jual beli
karet di tingkat masyarakat, di mana konsep harga yang adil dan wajar menjadi

isu penting. Oleh karena itu, penelitian di Desa Jati Sari diharapkan dapat



memberikan gambaran nyata tentang problematika ekonomi petani karet
sekaligus menjadi dasar analisis terhadap penerapan prinsip keadilan dalam
transaksi muamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di Desa
Jati Sari, diketahui bahwa harga karet yang ditetapkan oleh pengepul sering kali
berbeda antara satu petani dengan petani lainnya, meskipun kualitas karet yang
dijual relatif sama. Perbedaan harga tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh
mutu karet, melainkan juga oleh jumlah karet yang dijual dan hubungan personal
antara petani dengan pengepul. Petani yang mampu menjual dalam jumlah besar
cenderung memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan petani kecil yang hanya
menjual dalam volume terbatas.'!

Jasmin juga menjelaskan bahwa kondisi ini menempatkan petani kecil
pada posisi yang lemah dalam proses tawar-menawar harga. Keterbatasan
informasi pasar serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali memaksa
petani menerima harga yang lebih rendah. Akibatnya, petani merasa tidak
memiliki pilihan lain selain menjual karet dengan harga yang ditawarkan oleh
pengepul, meskipun harga tersebut dirasa tidak sebanding dengan usaha dan biaya
produksi yang telah dikeluarkan. !

Perbedaan harga karet tersebut menimbulkan dampak sosial di tengah
masyarakat Desa Jati Sari. Rasa ketidakadilan yang dirasakan petani memicu
keluhan dan kecemburuan antarpetani, bahkan dalam beberapa kasus berkembang
menjadi konflik sosial. Petani merasa bahwa nilai karet yang mereka hasilkan
tidak dihargai secara setara, sehingga kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan
ekonomi, tetapi juga berdampak pada keharmonisan hubungan sosial di

lingkungan masyarakat.

! Hasil wawancara dengan Jasmin, petani kebun karet di Kec.Padang Tualang Kabupaten
Langkat, pada tanggal 28 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh,Via WhatsApp.
12 ibid



Saibun, seorang pelaku usaha sekaligus toke karet di Desa Jati Sari,
menjelaskan bahwa perbedaan harga karet yang diterima petani umumnya
disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Faktor-faktor tersebut antara lain kadar
air dalam karet, tingkat kebersihan, bentuk olahan, serta waktu penjualan.
Menurutnya, karet dengan kadar air tinggi dan banyak kotoran memiliki kualitas
yang lebih rendah sehingga tidak dapat dihargai sama dengan karet yang lebih
bersih dan kering.'?

Selain faktor kualitas, Saibun juga menyampaikan bahwa penetapan harga
karet harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku. Harga karet di tingkat
pengepul sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga di pabrik pengolahan maupun
pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pengepul juga menanggung risiko kerugian,
seperti penyusutan berat karet, biaya transportasi, dan kemungkinan penurunan
harga saat karet dijual kembali ke pabrik. Oleh karena itu, menurut Saibun,
perbedaan harga dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko usaha
tersebut.

Namun demikian, Saibun mengakui bahwa dalam praktik sehari-hari,
penentuan harga karet di tingkat masyarakat sering kali dilakukan melalui
negosiasi langsung antara pengepul dan petani. Proses negosiasi ini tidak selalu
didasarkan pada standar kualitas yang jelas dan terukur, sehingga harga yang
diterima petani dapat berbeda-beda meskipun kualitas karet relatif sama. Kondisi
ini membuka peluang terjadinya ketidakseimbangan harga antarpenjual dan
menjadi salah satu sumber persoalan dalam praktik jual beli karet di desa
tersebut. '

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan
konsep saman yang menuntut adanya kejelasan dan keadilan dalam penetapan

harga. Islam menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai manfaat barang

13 Hasil wawancara dengan saibun, Pelaku Usaha Kebun Karet di Kec.Padang Tualang
Kabupaten Langkat, pada tanggal 20 April 2025, di Darussalam, Banda Aceh, Via WhatsApp.
% ibid
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secara wajar dan tidak boleh ditentukan dengan cara yang merugikan salah satu
pihak. Perbedaan harga yang tidak didasarkan pada standar kualitas yang jelas
berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip
kerelaan (taradin) dalam akad jual beli. Oleh karena itu, praktik penetapan harga
karet di Desa Jati Sari idealnya dilakukan secara lebih transparan dan adil agar
transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan
nilai-nilai keadilan dalam muamalah Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk
mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul, “Mekanisme Harga
Karet Di Kalangan Pelaku Usaha Perkebunan di Kec. Padang Tualang
Kabupaten Langkat Menurut Konsep Saman Dalam Akad Jual Beli”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga karet di kalangan pelaku usaha
perkebunan karet di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat?

2. Apa indikator utama yang mempengaruhi besaran nominal harga karet
di kalangan pelaku usaha perkebunan karet menurut konsep saman
terhadap perekonomian petani di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat?

3. Bagaimana perspektif konsep saman terhadap mekanisme harga karet
di kalangan pelaku usaha perkebunan karet di Kec. Padang Tualang
Kab. Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai

sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:
1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga karet di kalangan
pelaku wusaha perkebunan karet mempengaruhi fluktasi harga

berdasarkan konsep saman.
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2. Untuk mengidentifikasi indikator utama yang mempengaruhi besaran
nominal harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet
menurut konsep saman dan dampaknya terhadap perekonomian petani
di Kec. Padang Tualang.

3. Untuk menjelaskan implementasi konsep saman dalam penentuan
harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet di Kec. Padang
Tualang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional
variabel yang penting di jelaskan untuk menegaskan makna istilah yang
digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian.
1. Mekanisme Harga

Mekanisme harga karet adalah proses penentuan harga jual beli karet
yang didasarkan pada beberapa faktor, seperti kualitas karet, kadar air, harga
pasar, jarak tempuh, biaya distribusi, dan kondisi permintaan serta penawaran.
Dalam praktiknya di tingkat petani, harga umumnya ditentukan oleh pengepul
atau toke berdasarkan kondisi pasar dan kualitas karet saat penimbangan. '’
Hasil akhir dari interaksi ini adalah terbentuknya harga keseimbangan untuk
setiap jenis barang dan faktor produksi yang terlibat. Harga ini mencerminkan
nilai tukar yang disepakati untuk suatu unit benda tertentu, yang diekspresikan
dalam bentuk sejumlah uang.

Dalam konteks ekonomi, mekanisme harga merupakan proses penting
dalam menentukan nilai suatu komoditas berdasarkan berbagai faktor yang
memengaruhinya. Pada komoditas karet, harga ditentukan dengan
mempertimbangkan kualitas karet, kadar air, kondisi pasar, harga karet dunia,

serta jarak tempuh dan biaya distribusi. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar

15 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta:
Kencana, 2010), hlm. 70.
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bagi pengepul atau toke dalam menetapkan harga yang diberikan kepada
petani.

Dalam praktiknya, mekanisme harga karet berperan dalam menentukan
nilai jual yang diterima petani dalam transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan
oleh pengepul atau toke menjadi acuan dalam proses penimbangan dan
pembayaran karet. Oleh karena itu, transparansi mengenai dasar penetapan
harga menjadi penting agar harga yang terbentuk dapat mencerminkan nilai
komoditas secara wajar serta memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi jual
beli.!'®

Mekanisme tersebut juga berkaitan dengan posisi petani dalam
memperoleh informasi mengenai harga karet yang berlaku. Keterbukaan
informasi mengenai kualitas, dasar perhitungan harga, dan kondisi pasar dapat
membantu petani memahami nilai karet yang dijual. Dengan demikian,
mekanisme harga yang jelas dan transparan dapat mendukung terciptanya
transaksi yang lebih adil serta memberikan kepastian bagi kedua belah pihak
dalam kegiatan jual beli karet.

2. Karet

Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terkandung dalam lateks
beberapa jenis tumbuhan, dengan sumber utama produksi karet dalam
perdagangan internasional berasal dari tanaman Hevea Braziliensis atau yang
lebih dikenal sebagai pohon karet (Famili Euphorbiaceae).” Getah karet
merupakan hasil utama dari penyadapan pohon Hevea brasiliensis, yang
menjadi komoditas penting dalam sektor perkebunan. Getah ini memiliki nilai
ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku utama industri karet alam yang

digunakan dalam pembuatan berbagai produk, seperti ban, sarung tangan,

16 Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
hlm. 75.

17 Sudirman, Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terkandung dalam lateks
beberapa jenis tumbuhan Kimia Polimer, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001), hlm.
123.
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hingga kebutuhan industri otomotif dan manufaktur. Di Indonesia, khususnya
di Sumatera Utara, perkebunan karet memiliki peran signifikan dalam
perekonomian masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani
maupun sebagai aset bisnis strategis bagi perusahaan besar seperti PTPN III.
Dalam konteks bisnis di PTPN III, getah karet tidak hanya dipandang
sebagai hasil pertanian biasa, tetapi juga sebagai objek kajian bisnis yang
melibatkan manajemen produksi, distribusi, hingga mekanisme penetapan
harga. Pengelolaan getah karet di perusahaan perkebunan ini mencakup
penerapan teknologi penyadapan, pengolahan pasca panen, serta strategi
pemasaran yang berorientasi pada pasar domestik maupun internasional. Hal
ini menunjukkan bahwa getah karet tidak hanya bernilai sebagai komoditas
alam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam strategi bisnis dan
pembangunan ekonomi daerah.'®
3. Pelaku Usaha
Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 (3) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.'”
pelaku usaha dalam Undang-undang tidak hanya terbatas pada
produsen atau pabrik semata, melainkan mencakup seluruh pihak yang terlibat
dalam rantai distribusi barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Artinya, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, importir, bahkan

18 PTPN III, Laporan Tahunan Perusahaan Perkebunan Nusantara III, (Medan: PTPN III,
2022), him. 78.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 1 Ayat 3.
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pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi atau periklanan, semuanya
termasuk dalam kategori pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung
jawab pelaku usaha terhadap konsumen bersifat menyeluruh dan tidak dapat
dikesampingkan, baik dalam hal kualitas produk, kejujuran informasi, maupun
kewajaran harga yang ditawarkan.?® Dengan cakupan yang luas ini, undang-
undang menekankan bahwa setiap bentuk usaha yang berorientasi pada
keuntungan tetap harus berjalan dalam koridor hukum, mengutamakan
perlindungan konsumen, serta menjunjung asas keadilan dan transparansi
dalam praktik bisnis.
4. Konsep Saman

Konsep saman merupakan nilai tukar atau harga dari suatu barang yang
dijual. Namun, pemahaman saman tidak boleh hanya dipersempit sebagai
sekadar nominal uang dalam arti sempit, karena dalam khazanah figh
muamalah klasik hingga kontemporer, saman memiliki makna yang lebih
filosofis, yaitu $aman dalam konteks jual beli tidak hanya bermakna sebagai
angka nominal yang tercantum dalam transaksi, melainkan memiliki makna
yang lebih filosofis.?! Dalam kerangka filosofis Islam, saman mencerminkan
bukan hanya nilai suatu barang, tetapi juga nilai dari keadilan, dan
kepercayaan. Saman merepresentasikan hubungan antara manusia dengan
harta, antara pedagang dan pembeli, serta antara individu dan sistem ekonomi
secara keseluruhan.

Dalam konteks jual beli Islam, saman mengacu pada harga yang adil
dan seimbang, yaitu harga yang diterima secara umum sebagai nilai sepadan

dari barang atau jasa yang ditawarkan. Harga yang adil (saman) ditentukan

20 Sudaryanto, Pertanggungjawaban pelaku usaha berbeda tergantung pada sifat kegiatan
usaha yang dilakukan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen, (Yogyakarta: Liberty,
2008), hlm. 56.

21 Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep
Jual Beli dalam Perspektif Figih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. 1(4),
112-121.
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oleh mekanisme pasar.?? Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka
harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan
rendah, harga cenderung turun. Harga yang adil merupakan harga (nilai
barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat

yang diserahkan barang tersebut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat
ini belum ditemukan penelitian yang secara rinci dan khusus membahas mengenai
mekanisme harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec. Padang
Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara menurut konsep saman Dalam Akad
Jual Beli. Kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti
selanjutnya, sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki
perbedaan dan keunikan di bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Rahmatika Putri (Rama)
Mahasiswi Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Sriwijaya Tahun 2021 yang berjudul Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap
Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, penelitian tersebut
membahas tentang hubungan antara fluktuasi harga karet dengan pendapatan serta
kesejahteraan petani karet. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik
regresi linear dan didasarkan pada survei terhadap 30 petani, serta indikator
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Fokus utamanya adalah bagaimana perubahan
harga karet dari tahun ke tahun (2019-2020) memengaruhi kondisi ekonomi

petani. Penekanan utamanya adalah pada hasil produksi dan kesejahteraan petani

22 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‘lamu al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-
Kutab al-‘Timiyyah, 1991), him. 165.
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sebagai akibat dari variabel ekonomi, bukan dari sisi hukum atau filosofis
transaksi.??

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel
penelitian yaitu membahas tentang bagaimana harga karet memiliki dampak
langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, kedua
penelitian tersebut berfokus pada konteks lokal masyarakat perkebunan yang
bergantung pada karet sebagai sumber penghidupan, sehingga hasil kajian sama-
sama dapat di gunakan untuk memahami permasalahan ekonomi yang dialami
petani karet di daerah tertentu.

Perbedaan yang mencolok terletak pada pendekatan dan sudut pandang
analisis yang digunakan. Penelitian Ajeng lebih menekankan pada aspek ekonomi
dengan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi linear, serta menggunakan
indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk mengukur tingkat kesejahteraan
petani. Sementara itu, kajian tentang mekanisme harga karet menurut konsep
saman lebih berorientasi pada aspek sistem transaksi, pola pembayaran, serta
keadilan dalam akad jual beli antara petani dan pelaku usaha. Dengan demikian,
penelitian Ajeng berfokus pada hubungan variabel ekonomi secara statistik,
sedangkan kajian konsep saman menitikberatkan pada mekanisme jual beli karet
dari perspektif sosial, hukum, dan filosofis.

Kedua, skripsi yang ditulis Maiyati Ritonga Mahasiswi Prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan, Tahun 2021 yang berjudul Praktik Jual Beli Getah Karet di
Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Ditinjau dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah membahas praktik jual beli getah karet antara petani dan pelaku

usaha dengan perspektif hukum ekonomi Islam. Fokus kajian ini adalah menilai

2 Ajeng Rahmatika Putri, “Dampak Fluktuasi Harga Karet Terhadap Pendapatan dan
Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten
Musi Banyuasin”, skripsi, (Palembang: Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2021).
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kesesuaian praktik jual beli getah karet di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi
syariah (KHES). Penelitian ini menyoroti mekanisme akad, keabsahan transaksi,
serta potensi praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah, seperti
ketidakjelasan harga, penundaan pembayaran, atau ketidakadilan dalam
pembagian keuntungan. Pada penelitian ini maiyati mengangkat dari masalah
yang terjadi dalam praktik jual beli getah karet dan berusaha mengkaji
kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.>*

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel
penelitian yaitu terdapat pada karet sebagai objek kajian utama dalam praktik jual
beli di masyarakat Perkebunan Desa Huta Godang dengan mengkomparasikan
yang terjadi di kec. Padang Tualang kabupaten Langkat. Kedua penelitian ini
membahas permasalahan yang muncul dalam transaksi karet, terutama terkait
keadilan, transparansi harga, dan dampaknya terhadap pihak petani. Selain itu,
maiyati dan penulis menggunakan perspektif normatif untuk menilai sistem
transaksi karet, meskipun dengan landasan teori yang berbeda.

Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus analisis penelitian.
Skripsi Maiyati Ritonga menekankan tinjauan hukum ekonomi syariah
berdasarkan KHES, sehingga lebih membahas pada aspek hukum Islam dalam
keabsahan akad jual beli getah karet. Sementara itu, penelitian ini tentang
mekanisme harga karet menurut konsep saman lebih berfokus pada analisis
mekanisme penetapan harga dan sistem pembayaran berdasarkan konsep saman
dalam akad jual beli, yang tidak hanya menyinggung keabsahan hukum tetapi juga

bagaimana konsep ini berimplikasi terhadap kesejahteraan petani. Dengan

24 Maiyati, “Praktik Jual Beli Getah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah”, skripsi, (Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama
Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021).
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demikian, penelitian Maiyati lebih menekankan aspek kesesuaian syariah,
sedangkan penelitian saman menekankan mekanisme harga dan sistem penetapan
dalam praktik jual beli karet.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Tahun 2022 Yang Berjudul Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet
terhadap Kesejahteraan dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik
Perspektif Ekonomi Islam meneliti bagaimana perubahan harga Kkaret
memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya petani karet.
Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika harga karet mengalami penurunan,
masyarakat menghadapi ketidakstabilan pendapatan yang berdampak pada daya
beli, pemenuhan kebutuhan pokok, konsumsi rumah tangga, bahkan pendidikan
anak. Sebaliknya, ketika harga karet naik, kesejahteraan masyarakat ikut
meningkat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
menilai fenomena keseharian masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, sehingga
analisis lebih menekankan pada implikasi sosial- ekonomi dari fluktuasi harga.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel
penelitian yaitu harga karet sebagai fokus utama penelitian dan membahas
dampaknya terhadap masyarakat atau petani di Desa Kota Lekat Mudik. Kedua
penelitian juga memanfaatkan perspektif Islam dalam analisisnya, baik dari sisi
ekonomi Islam maupun konsep akad dalam jual beli. Selain itu, keduanya
menekankan pentingnya keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat
petani dalam menghadapi dinamika harga karet.

Perbedaan terletak pada fokus kajian dan arah penelitian. Skripsi Kurnia

lebih menekankan pada dampak sosial-ekonomi dari fluktuasi harga karet

25 Kurnia, “Dampak Fluktuasi Harga Getahkaret Terhadap Kesejahteraan Dankonsumsi
Masyarakat Desa Kotalekat Mudik Perspektif Ekonomi islam”, skripsi, (Bengkulu: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022).



19

terhadap kesejahteraan dan konsumsi masyarakat, dengan lingkup pembahasan
yang lebih luas pada aspek kehidupan sehari-hari petani. Sementara itu, skripsi
penulis membahas tentang mekanisme harga karet menurut konsep saman dan
lebih fokus pada mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli karet di
kalangan pelaku usaha, terutama dengan meninjau konsep saman dalam akad jual
beli.

Keempat, Skripsi yang ditulis Dian Aditya Mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro
Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau Dari Perspektif
Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo, Kec. Way Pengubuan,
Kab. Lampung Tengah) yang ditulis oleh Dian Aditya membahas tentang
bagaimana harga karet ditentukan di Dusun 1 Banjar Rejo dan apakah proses
penentuan harga tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
Penelitian ini menganalisis mekanisme penetapan harga karet di daerah Way
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan membandingkannya dengan
prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan
antara penjual dan pembeli.?®

Berdasarkan objek kajian di atas, skripsi Dian Aditya dan skripsi penulis
teliti mengenai mekanisme harga karet menurut konsep saman memiliki
kesamaan, yaitu membahas tentang proses penetapan harga karet pada tingkat
petani atau pelaku usaha di daerah pedesaan. Keduanya juga menilai sistem harga
yang berlaku dengan perspektif Islam, sehingga fokus kajiannya tidak hanya pada
aspek ekonomi semata, tetapi juga pada aspek nilai-nilai keadilan, transparansi,

dan kesepakatan dalam transaksi.

26 Dian Aditya Tamara, “Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau dari Perspektif Etika
Bisnis Islam, skripsi, (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo, Kec. Way Pengubuan, Kabupaten
Lampung Tengah)”, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Metro, 2023).
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Berdasarkan penelitian di atas perbedaan keduanya cukup jelas. Skripsi
Dian Aditya lebih memfokuskan pada kesesuaian mekanisme penetapan harga
dengan prinsip etika bisnis Islam, sehingga penekanannya terletak pada aspek
moral dan etis dalam dunia usaha. Sementara itu, skripsi penulis meneliti tentang
mekanisme harga karet menurut konsep saman dan memfokuskan pada konsep
saman sebagai sistem transaksi tradisional yang memengaruhi cara harga
terbentuk dan diterapkan dalam jual beli. penelitian Dian lebih berfokus pada
penilaian normatif-etis terhadap praktik bisnis, sedangkan penelitian penulis
menekankan pada konsep saman sebagai sistem akad dan mekanisme harga yang
berlaku di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Alhammita, Mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Tahun 2021 tentang Strategi Pembelian Karet Dalam Upaya
Meningkatkan Keuntungan Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Toke Desa
Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)
membahas tentang strategi pembelian karet yang digunakan oleh Toke Desa
Seberang Pulau Busuk untuk meningkatkan keuntungan, dengan
mempertimbangkan  prinsip-prinsip ekonomi syariah.?’” Penelitian  ini
kemungkinan besar menganalisis bagaimana Toke Desa Seberang Pulau Busuk
melakukan pembelian karet dan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan
keuntungan mereka, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan
dalam proses pembelian karet.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mengkaji masalah
ketidakstabilan harga karet, posisi tawar petani yang lemah, dan adanya dominasi

pelaku usaha (dalam hal ini toke atau pengepul). Kedua penelitian juga

27 Alhammita, “Strategi Pembelian Karet dalam Upaya Meningkatkan Keuntungan
Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Toke Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi)”, skripsi, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekambaru, 2021).
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menyimpulkan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan sebagaimana prinsip-prinsip Islam. Penulis maupun
Alhammita menyoroti perlunya regulasi dan transparansi harga, serta peningkatan
peran kelembagaan yang dapat menjamin keseimbangan hubungan antara petani
dan pelaku usaha.

Namun, perbedaannya sangat jelas pada sisi kedalaman analisis konsep
dan orientasi penelitian. peneliti mengusung analisis teoritik terhadap saman dan
relevansinya dalam transaksi harga yang adil dalam pasar karet, bahkan mengulas
pandangan empat mazhab tentang saman, menjadikan penelitiannya lebih bersifat
teoritis-konseptual. Sedangkan Alhammita fokus pada strategi bisnis yang
dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan, termasuk
manipulasi kadar air, takaran timbangan, pemberian pinjaman, dan pengaturan
waktu penjualan. Ia menilai strategi tersebut dari sudut pandang ekonomi syariah,
khususnya pada aspek kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian
ini membahas tentang permasalahan harga karet yang berdampak langsung
terhadap kehidupan petani maupun pelaku usaha, baik dari aspek pendapatan,
kesejahteraan, maupun praktik jual beli tidak memiliki unsur plagiasi maupun
duplikasi. Persamaan yang terlihat dari penelitian tersebut terletak pada objek
kajian, yaitu harga karet sebagai variabel utama yang memengaruhi kondisi
ekonomi petani dan pelaku usaha. Selain itu, seluruh penelitian ini menyoroti
pentingnya keadilan, transparansi, serta kesepakatan dalam transaksi karet,
sehingga hasil kajian dapat digunakan untuk memahami permasalahan yang
dialami masyarakat perkebunan dalam menghadapi dinamika harga karet.
Namun, perbedaannya muncul pada sudut pandang, pendekatan, serta fokus
analisis masing-masing penelitian, ada yang menekankan pada aspek ekonomi
dan kesejahteraan petani, ada pula yang menilai dari perspektif hukum ekonomi
syariah, etika bisnis Islam, maupun mekanisme penetapan harga dalam konsep

akad saman.
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F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh
oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data
penelitian. Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan
validitas, dalam metode penelitian menunjukkan bagaimana alur dan proses yang
ditempuh peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan secara sistematis dan
sesuai dengan prinsip- prinsip ilmiah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis
mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman
penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang dijelaskan
sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara berpikir atau
sudut pandang utama yang digunakan peneliti untuk memahami, merancang,
dan melaksanakan proses penelitian secara sistematis.?®

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah contextual
approach dengan spesifikasinya pada tataran empiris normatif, yaitu
pendekatan yang menggunakan aspek normatif dari praktik jual beli karet di
kalangan petani karet dengan pihak pedagang pengepul di Kecamatan padang
tualang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam penetapan harga yang
sering dilakukan secara sepihak.

Pendekatan konsep hukum Islam, khususnya akad saman dalam figh
muamalah, diterapkan secara nyata dalam Dengan kata lain, penelitian ini tidak
hanya menelaah konsep akad saman secara teoritis, tetapi juga mengkaji
praktik penetapan harga karet, sistem pembayaran, dan pola hubungan antara
petani serta pembeli dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini,
penelitian dapat menggambarkan bagaimana nilai-nilai keadilan, keterbukaan,

dan keseimbangan yang terdapat dalam akad saman.

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ed. revisi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2019), him. 13.
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Pendekatan normatif empiris ini dipilih karena mampu
menghubungkan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kenyataan sosial-
ekonomi yang dihadapi petani dan pelaku usaha karet. diwujudkan atau justru
menyimpang dalam praktik di Kec. Padamg tualang Kab. Langkat.

Melalui pendekatan normatif akan menganalisis mekanisme harga
karet yang berlaku di kalangan pelaku usaha perkebunan di Langkat dengan
mengacu pada prinsip-prinsip figh muamalah, khususnya konsep akad saman.
Fokus analisis diarahkan pada rukun dan syarat sah akad jual beli, kejelasan
harga, kepastian pembayaran, serta prinsip keadilan dalam transaksi antara
petani dan pembeli. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik sering
ditemukan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang berpengaruh terhadap
penentuan harga karet. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat
memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem harga karet yang berjalan
di masyarakat, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum
Islam dalam akad saman, terutama terkait keterbukaan, keadilan, dan
keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dari pengamatan tersebut, penelitian dapat menilai apakah praktik
yang berlangsung sudah selaras dengan prinsip akad saman dalam Islam,
khususnya dalam hal keadilan dan transparansi harga, sehingga hasilnya dapat
memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme harga
karet di Langkat.

. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian
kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena
bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mekanisme
harga karet yang berlangsung di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec.
Padang Tualang kabupaten Langkat, serta menilai kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip akad saman dalam figh muamalah. Jenis penelitian deskriptif-

analisis digunakan untuk memaparkan realitas perdagangan karet di tingkat



24

petani dan pedagang pengepul di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat secara sistematis dan objektif, khususnya mengenai proses penetapan
harga, pola transaksi antara petani dan pelaku usaha, serta pandangan kedua
belah pihak terkait aspek keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam
praktik jual beli. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan
langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kontekstual untuk
menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan ketentuan hukum Islam,
terutama mengenai akad saman dalam mekanisme penetapan harga karet.
3. Sumber data
Untuk mendapatkan konsep dan informasi yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa
wawancara (interview) dan dokumentasi, yang dilakukan secara langsung di
lokasi penelitian, yakni pada pelaku usaha dan petani karet yang berada di Kec.
Padang Taualang Kabupaten Langkat.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari
responden yaitu pihak-pihak yang memahami dan memiliki pengalaman
langsung terkait substansi penelitian, baik mengenai objek maupun subjek
penelitian selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti.*’
Dalam penelitian ini sumber pertama, yakni para pihak yang terlibat
secara nyata dalam praktik jual beli karet di perkebunan Kec. Padang
Tualang kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
melalui wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat langsung dalam
kegiatan jual beli karet, yaitu petani karet Jasmin, Rita, Mariati, Jumatun, Suparni,
dan Tumijah; pelaku usaha Saibun, Agus, dan Mukhahar; serta pengepul Khaidir.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme

penetapan harga dan faktor-faktor yang memengaruhi harga karet. Selain

» Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. revisi (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2019), hlm. 157.
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wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lokasi
kebun rakyat untuk mengamati secara empiris proses transaksi karet, mulai dari
kegiatan penyadapan, pengumpulan hasil produksi, penimbangan, hingga
penetapan harga oleh pelaku usaha.

Data primer inilah yang menjadi bahan utama penelitian, karena dari
informasi langsung yang diberikan para pelaku, penulis dapat menggali
gambaran nyata tentang praktik harga karet di desa jati sari kabupaten
Langkat. Dari sini pula akan dianalisis bagaimana mekanisme tersebut
dapat dipahami menurut konsep saman dalam akad jual beli, sehingga hasil
penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas
sosial-ekonomi masyarakat perkebunan karet di Kec. Padang Tualang
Kabupaten Langkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh
dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya, sehingga
peneliti tidak perlu mengumpulkannya secara langsung.’® Data sekunder
yang digunakan meliputi kitab-kitab figh klasik maupun kontemporer yang
membahas tentang akad jual beli, khususnya akad saman, serta buku-buku
referensi terkait Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga
memanfaatkan jurnal-jurnal ilmiah, serta karya ilmiah terdahulu seperti
skripsi yang relevan dengan topik mekanisme harga dan praktik jual beli
hasil perkebunan karet. Seluruh data sekunder tersebut berfungsi sebagai
landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis mekanisme harga karet
yang terjadi di Langkat, sekaligus menjadi rujukan untuk menilai sejauh
relevansi praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam,

khususnya dalam akad saman.

30 Kartini Kartono, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Ilmu Sosial dan
Humaniora (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.
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4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang sistematis untuk
memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini
penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:*!

a. Wawancara (interview)
Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara

tanya jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang
dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang
atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara
Langsung.>?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara
terstruktur (structured interview) dengan model guidance interview, yaitu
wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah
disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk menggali
informasi secara sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan
untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih
mendalam.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari petani karet,
pengepul atau pelaku usaha, serta pihak lain yang terlibat langsung dalam
proses transaksi jual beli karet di wilayah perkebunan di Kec. Padang
Tualang Kabupaten Langkat. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada
mekanisme penetapan harga karet, cara pembayaran yang diterapkan,
serta bentuk akad jual beli yang digunakan dalam praktik sehari-hari.
Melalui wawancara ini, penulis berharap mendapatkan gambaran nyata

tentang bagaimana konsep saman diterapkan dalam jual beli karet, serta

31 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.
32 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), him.
234.



27

tingkat penerapan mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan dan
transparansi bagi para pihak yang terlibat.
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang dinyatakan
dalam bentuk lisan, tulisan, dan format lain yanng digunakan dalam
penelitian.¥ Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang penulis
perlukan berupa catatan atau arsip yang berkaitan dengan aktivitas jual
beli karet di wilayah perkebunan di kec. padang tualang kabupaten
Langkat. Dokumen tersebut dapat berupa nota transaksi antara petani dan
pembeli, daftar harga karet harian atau mingguan yang ditetapkan oleh
pelaku usaha, serta bukti pembayaran hasil penjualan karet. Selain itu,
penulis juga memanfaatkan dokumen pendukung lainnya, seperti laporan
internal kelompok tani atau koperasi yang berhubungan dengan distribusi
karet.

Informasi dari data dokumentasi ini akan digunakan sebagai dasar
untuk menilai bagaimana mekanisme penetapan harga karet berlangsung
di desa jati sari kabupaten Langkat dan apakah sistem tersebut sesuai
dengan konsep saman dalam akad jual beli. Melalui dokumen-dokumen
resmi maupun arsip transaksi tersebut, penulis dapat mengkaji aspek
kejelasan harga, pola pembayaran, dan keseimbangan hak serta kewajiban
antara petani dan pelaku usaha. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi
tidak hanya sebagai bukti pendukung penelitian, tetapi juga sebagai bahan
penting dalam menilai kesesuaian praktik jual beli karet dengan prinsip-

prinsip keadilan dalam perspektif Islam.

33 Yatim Riando, Metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktif, (Jakarta: Rineka
Cipta: 2006), hlm. 231.
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5. Langkah-langkah analisis data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang
diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang
telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan
objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan
diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan sebagai jawaban atas
persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan
penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data penelitian ini meliputi di
antaranya:

a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga
dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder
yang sumbernya berbeda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan
data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah.

b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai mekanisme harga
keret pada pelaku usaha terhadap petani karet di Langkat.

c. Menganalisis harga karet yang di hasilkan petani karet dan kesesuaiannya
dengan harga pasar pada konsep saman.

d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan
menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.

6. Pedoman penulisan
Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah
penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi

Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan al-Qur’an serta
terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti

peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqith muamalah dan riset-

riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan
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pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis,

ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kajian karya ilmiah
secara jalas dan detail mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan
skripsi ini, penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan
dalam pokok pikiran secara sistematis sebagai berikut.**

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan,
sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan
pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, yang menjelaskan konsep
saman dalam figh muamalah dan relasinya dengan mekanisme pasar, yaitu
pengertian saman dan dasar hukumnya, syarat-syarat saman dan keabsahannya
sebagai objek transaksi jual beli, pendapat ulama tentang indikator saman dan
sistem penetapannya, asas-asas penetapan harga dalam mekanisme pasar,
relevansi konsep saman dalam praktik penetapan harga karet di Masyarakat.

Bab tiga menyajikan implementasi saman terhadap mekanisme harga
karet di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat, dalam bab ini peneliti menjelaskan Gambaran Umum Perdagangan
Karet di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Sistem
Transaksi Jual beli Karet dan Mekanisme Penetapan Harganya di Kec. Padang
Tualang Kabupaten Langkat, Indikator Nilai Harga Karet di Kec. Padang
Tualang dan Nilai Fluktuasinya Pada Penetapan Harga Sepihak oleh Pengepul,
Perspektif Konsep saman terhadap Penetapan Harga oleh Pengepul dalam

Pembelian Karet Petani di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 225.
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Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan

penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.



BAB DUA
KONSEP SAMAN DALAM FIQH MUAMALAH DAN
RELASINYA DENGAN MEKANISME PASAR

A. Pengertian Saman dan dasar hukumnya

Saman merupakan nilai tukar atau harga dari suatu barang yang dijual
dalam akad muamalah, khususnya dalam akad jual beli (al-bai ‘). Dalam transaksi
jual beli, saman berfungsi sebagai alat pertukaran dan ukuran nilai yang wajib
diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai pengganti (counter value) atas
barang (mabi ) yang menjadi objek akad.*®> Keberadaan saman sebagai nilai tukar
menjadi unsur penting karena menentukan keseimbangan dan keadilan dalam
proses pertukaran harta antara para pihak yang berakad. Penetapan saman dalam
akad jual beli harus dilakukan secara jelas dan disepakati oleh para pihak.
Kejelasan tersebut mencakup jenis, jumlah, dan bentuk saman yang digunakan
sebagai nilai tukar. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya unsur gharar
(ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad. Apabila saman sebagai
nilai tukar tidak ditentukan secara tegas sejak awal akad, maka transaksi jual beli
berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, sehingga bertentangan

dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif figh muamalah, saman merupakan salah satu rukun
utama dalam akad jual beli, di samping pihak yang berakad (al- ‘Ggidan), objek
akad (al-ma‘qiid ‘alaih), dan sighat akad (ijab dan gabul). Keberadaan saman
menjadi unsur yang menentukan terjadinya perpindahan hak milik suatu barang
dari penjual kepada pembeli.’” Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa
kejelasan saman merupakan syarat mutlak agar akad jual beli dapat dinyatakan

sah. Kejelasan tersebut mencakup jumlah, jenis, serta cara pembayarannya, baik

35 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Muamalah:
Sistem Transaksi dalam Islam, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 49-51.

36 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, Cet. ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 45-
47.

37 Al-NawawT, Rawdat al-Talibin (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah), him. 366.
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dilakukan secara tunai maupun tangguh, sehingga tidak menimbulkan
ketidakpastian (gharar) atau perselisihan di kemudian hari.

Menurut ulama mazhab Hanafi, saman adalah imbalan harta yang wajib
diberikan oleh pembeli sebagai pengganti kepemilikan barang yang
diperjualbelikan. Dalam pandangan mazhab ini, saman termasuk bagian dari
objek akad (ma‘qud ‘alaih), sehingga harus diketahui secara jelas dan pasti.
Ulama Hanafi menegaskan bahwa ketidakjelasan harga, baik dari segi jumlah
maupun jenisnya, menyebabkan akad jual beli menjadi fasid. Mazhab Hanafi juga
mensyaratkan bahwa saman harus berupa harta yang memiliki nilai menurut
syara’ dan dapat diserahkan. Apabila harga tidak dapat diserahkan atau tidak
diketahui secara jelas pada saat akad berlangsung, maka akad tersebut tidak
memenuhi syarat sah. Dengan demikian, mazhab Hanafi menekankan aspek
kepastian dan kejelasan harga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para
pihak yang bertransaksi.*®

Menurut Ulama mazhab Maliki berpendapat saman sebagai imbalan yang
sah atas berpindahnya kepemilikan suatu barang melalui akad jual beli. Saman
harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari segi nominal, bentuk, maupun
sifatnya. Kejelasan ini diperlukan agar transaksi terbebas dari unsur penipuan dan
ketidakadilan. Mazhab Maliki menekankan bahwa saman harus memiliki nilai
yang diakui secara umum dan dibenarkan oleh syara’. Selain itu, harga yang
ditetapkan tidak boleh mengandung unsur kezaliman atau merugikan salah satu
pihak secara nyata. Oleh karena itu, meskipun suatu harga disepakati, apabila
terbukti menimbulkan mudarat yang besar, maka transaksi tersebut dapat

dipandang bertentangan dengan tujuan syariat (magasid al-syari ‘ah).>

38 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 307-309.

39 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Timiyyah, 2003), him. 156-158.
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Menurut ulama mazhab Syafi’i, saman merupakan imbalan yang menjadi
syarat sahnya akad jual beli. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa harga harus
diketahui secara jelas, baik jumlah, jenis, maupun cara pembayarannya. Apabila
saman tidak ditentukan secara pasti, maka akad jual beli tersebut dinilai batal
karena mengandung unsur gharar. Mazhab Syafi’i juga menegaskan bahwa saman
harus berupa sesuatu yang suci, halal, dan memiliki nilai. Tidak sah menjadikan
barang yang haram atau tidak bernilai sebagai harga dalam jual beli.* Selain itu,
saman harus dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan akad, baik secara
langsung maupun pada waktu yang ditentukan. Penekanan ini menunjukkan
bahwa mazhab Syafi’i sangat memperhatikan aspek kejelasan dan keabsahan
harga demi menjaga keadilan dalam muamalah.

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan saman sebagai imbalan atas
kepemilikan barang yang berpindah melalui akad jual beli. Ibnu Qudamah
menyatakan bahwa jual beli tidak sah tanpa adanya harga yang jelas dan diketahui
oleh kedua belah pihak. Menurut mazhab Hanbali, ketidakjelasan harga
merupakan sebab batalnya akad karena membuka peluang terjadinya
perselisihan.*! Mazhab Hanbali juga mensyaratkan bahwa saman harus mampu
diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Apabila harga tidak dapat diserahkan atau
tidak memiliki kejelasan status, maka akad tersebut tidak sah. Dengan demikian,
mazhab Hanbali menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi
dalam penetapan harga.

Pada dasarnya, penetapan harga dalam akad jual beli hukumnya mubah
(diperbolehkan), selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan

tidak mengandung unsur yang dilarang. Kebolehan harga dalam transaksi jual beli

40 Tbn ‘Abd al-Barr, Al-Kafi fi Figh Ahl al-Madinah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah,
t.t.), him. 278-280.

41 Mangir ibn Ytnus al-Buhiiti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid III (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), him. 148—149.
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memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur’an dan hadis. Salah satu dasar

hukum kebolehan harga terdapat dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 275:
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Artinya: “Wahai Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak
dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan
karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata
bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang
telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut
riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu
menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka

kekal di dalamnya” (Q. S. Al-Baqgarah: 275).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan praktik jual beli,
yang di dalamnya terdapat pertukaran antara barang dan harga. Dengan demikian,
keberadaan harga sebagai imbalan dalam jual beli diakui dan dibenarkan oleh
syariat Islam, selama tidak mengandung unsur riba dan kezaliman. Selain itu,

dasar hukum harga juga terdapat dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 29:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu” (Q.S. An-nisa :29).

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar
kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut mencakup kesepakatan terhadap
harga yang ditetapkan. Oleh karena itu, penentuan harga secara sepihak tanpa
kerelaan pihak lain bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Selain al-Qur’an, dasar hukum mengenai kejelasan harga juga terdapat

dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang
diriwayatkan oleh Abd ar-Razzaq dan al-Baihaq;:
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Artinya: “Barang siapa melakukan jual beli, maka hendaklah ia
menjelaskan harganya.”

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan harga dalam transaksi jual
beli. Penjual wajib menjelaskan harga barang kepada pembeli sebelum akad
dilangsungkan agar tidak terjadi perselisihan dan ketidakadilan. Kejelasan harga
sejak awal merupakan bagian dari prinsip transparansi dan kejujuran yang sangat
dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang transaksi yang mengandung

unsur ketidakjelasan:

L
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Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.
Hadis di atas menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus

transparan dan pasti. Jika terdapat unsur ketidakjelasan yang besar, maka

transaksi tersebut dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
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B. Syarat-syarat Saman dan Keabsahannya sebagai Objek Transaksi Jual
Beli

Dalam figh muamalah, saman (harga) menempati posisi yang sangat
penting dalam akad jual beli (al-bai’). Saman berfungsi sebagai iwdd (imbal
balik) atas barang (mabi’) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, keabsahan
suatu akad jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat saman
yang ditetapkan oleh syariat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
akad jual beli dapat dinilai rusak (fasid) atau batal (batil).**

Para ulama dari empat mazhab figh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali)
sepakat bahwa saman (harga) harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat
dinyatakan sah sebagai objek transaksi dalam akad jual beli. Penetapan syarat-
syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam
pertukaran, mencegah terjadinya unsur ketidakpastian (gharar), serta melindungi
hak dan kepentingan para pihak yang berakad. Kejelasan dan kepastian saman
menjadi prinsip fundamental dalam figh muamalah, karena harga yang tidak jelas
berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak tujuan utama akad jual beli, yaitu
tercapainya kemaslahatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli.*?

1. Saman diketahui secara jelas (ma liim)

Salah satu syarat utama saman adalah kejelasan harga bagi kedua belah
pihak yang berakad. Kejelasan ini meliputi jumlah, jenis, serta bentuk harga,
baik berupa uang, emas, perak, maupun alat tukar lain yang diakui secara
syar‘i. Ketidakjelasan harga (jahalah al-saman) berpotensi menimbulkan
perselisihan dan termasuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam
transaksi muamalah.** Al-Nawaw1 menegaskan bahwa ketidakjelasan harga

menyebabkan akad jual beli tidak sah karena bertentangan dengan prinsip

42 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 6971.

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet. ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), him.
67-70.

4 Nasrun Haroen, Fiqgh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118-120.
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transparansi dalam muamalah. Mazhab Syafi’i secara tegas mensyaratkan
agar harga ditetapkan dan diketahui pada saat akad berlangsung, baik melalui
pernyataan lisan maupun kesepakatan tertulis.*

2. Saman berupa harta yang bernilai menurut Syara’ (mal mutagawwam)

Saman dipersyaratkan berupa harta yang memiliki nilai menurut syariat
Islam (mal mutagawwam). Artinya, harga tersebut diakui sebagai harta, dapat
dimanfaatkan secara syar‘i, serta memiliki nilai ekonomi. Sesuatu yang tidak
diakui sebagai harta menurut syariat, seperti khamr atau bangkai, tidak dapat
dijadikan harga dalam jual beli.*® Ibn Qudamah menjelaskan bahwa harga
dituntut berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal.
Apabila saman berasal dari barang yang haram, maka akad jual beli menjadi
batal karena bertentangan dengan ketentuan syariat.*’

Dalam konteks muamalah kontemporer, para ulama memasukkan mata
uang resmi negara sebagai bagian dari mal mutagawwam, karena memiliki
nilai, diterima secara umum, dan berfungsi sebagai alat tukar yang sah.

3. Saman bersifat halal dan suci

Keabsahan saman juga ditentukan oleh aspek kehalalannya. Harga yang
digunakan dalam transaksi jual beli disyaratkan berasal dari harta yang halal,
baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Penggunaan harta haram
sebagai alat pembayaran bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan
berimplikasi pada tidak sahnya akad.*®

Penggunaan harga yang bersumber dari objek atau aktivitas yang
diharamkan menyebabkan akad jual beli dinilai tidak sah, karena syariat

Islam secara tegas melarang pertukaran harta yang tidak halal. Oleh karena

45 Rahmat Ilyas, “Konsep Gharar dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Figh Muamalah,”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 34-36.

46 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114-115.

47 Fathurrahman Djamil, “Konsep Mal Mutagawwam dalam Transaksi Ekonomi Syariah,”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 8§9-92.

48 Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 305.
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itu, para pihak yang berakad berkewajiban memastikan bahwa harga yang
digunakan berasal dari sumber yang halal serta tidak terkait dengan praktik-
praktik yang dilarang oleh syariat, seperti riba, perjudian, dan bentuk usaha
lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Saman dapat diserahkan (magqdiir ‘ald taslimih)

Saman dipersyaratkan dapat diserahkan kepada pihak penjual, baik secara
langsung maupun tertunda sesuai kesepakatan. Harga yang tidak berada
dalam kekuasaan pembeli atau tidak mampu diserahkan mengakibatkan akad
kehilangan kepastian hukum. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa
kemampuan menyerahkan harga merupakan syarat sah akad jual beli.* Ibn
Qudamah menyatakan bahwa apabila pembeli tidak memiliki kemampuan
untuk menyerahkan harga, maka akad tersebut tidak memenuhi unsur
kepastian (tahqiq al-qasd) dalam muamalah.

Namun demikian, syariat membolehkan penyerahan harga secara tangguh
(mu’ajjal) atau melalui pembayaran cicilan, sepanjang waktu dan
mekanismenya disepakati secara jelas oleh para pihak.

5. Saman terbebas dari unsur riba

Harga dalam transaksi jual beli dituntut terbebas dari unsur riba, baik riba
fadhl maupun riba nast’ah. Keberadaan unsur riba dalam harga tidak hanya
menghilangkan keberkahan transaksi, tetapi juga menjadikan akad tersebut
terlarang menurut syariat.>°

Larangan riba ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275, dan para ulama
sepakat bahwa transaksi yang mengandung riba tidak memiliki keabsahan
hukum. Oleh karena itu, penetapan harga, khususnya dalam jual beli tidak
tunai, dituntut dilakukan secara transparan dan proporsional, tanpa tambahan

yang bersifat eksploitatif.

4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2018), hlm. 72-74.
50 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2017), him. 154.
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6. Saman ditetapkan berdasarkan kerelaan para pihak (Tardadin)
Syarat terakhir yang menentukan keabsahan saman adalah adanya
kerelaan (tarddin) dari para pihak yang berakad. Harga yang ditetapkan
melalui paksaan, penipuan, atau manipulasi tidak memenuhi prinsip keadilan

dalam muamalah.®! Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:
P G

Hadis tersebut menegaskan bahwa kerelaan merupakan asas utama dalam
transaksi jual beli. Al-Qurtubt menjelaskan bahwa kerelaan mencakup
persetujuan terhadap harga dan barang yang dipertukarkan, sehingga menjadi

indikator sah atau tidaknya suatu akad.

C. Pendapat Ulama Tentang Indikator Saman dan Sistem Penetapannya

Dalam figh muamalah, saman (harga) bukan sekadar nilai nominal yang
disepakati dalam transaksi jual beli, melainkan unsur fundamental yang
menentukan keadilan, keabsahan, dan keberlangsungan akad. Oleh karena itu,
para ulama tidak hanya membahas keabsahan saman, tetapi juga merumuskan
indikator-indikator yang dijadikan dasar penilaian harga serta sistem
penetapannya agar sejalan dengan prinsip syariat Islam.>>

Pembahasan mengenai indikator saman dan sistem penetapannya
berkaitan erat dengan tujuan syariat (magqasid al-syari‘ah), khususnya dalam
menjaga harta (hifz al-mal), mencegah kezhaliman, serta mewujudkan

kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

51 Muhammad Nurul Huda, “Prinsip Kerelaan (Tarddin) dalam Akad Jual Beli Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah,” Al-Qanin: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 22,
No. 1, 2019, hlm. 61-63.

2 Al-Kasani, Bada'l’ al-Sana’i‘fi Tartib al-Shara’i‘, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1986), hIm. 187-189.
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1.  Indikator saman menurut pandangan ulama
Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa saman yang sah
dan adil ditentukan oleh beberapa indikator utama, baik yang bersifat
normatif-syar‘i maupun empiris-ekonomis.
a. Kerelaan para pihak (taradin)
Indikator utama dalam penentuan saman adalah adanya kerelaan
(taradin) antara penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk atas dasar
kerelaan menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, penipuan,

maupun eksploitasi. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu.” (OS. al-Nisa’: 29).

Al-Qurtubl menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar utama
keabsahan harga dalam jual beli, karena kerelaan mencerminkan
keadilan dan kesetaraan posisi para pihak dalam akad. Dengan
demikian, harga yang disepakati secara sukarela menjadi indikator
sahnya Saman menurut syariat.>>

b. Kesesuaian dengan nilai manfaat barang

Ulama figh menegaskan bahwa saman dituntut sepadan dengan
manfaat barang yang diperjualbelikan. Harga yang terlalu tinggi tanpa
dasar manfaat yang jelas atau sebaliknya dapat mengarah pada unsur

kezhaliman.

33 Abii ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, Juz V
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hIm. 150-151.
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Ibn Qudamah menyatakan bahwa harga dalam jual beli pada
hakikatnya adalah iwad ‘an al-manfa ‘ah, yaitu imbalan atas manfaat
yang diperoleh pembeli. Oleh karena itu, nilai harga secara rasional
berkaitan dengan kualitas, kegunaan, dan kelangkaan barang. Mazhab
Maliki menaruh perhatian besar pada prinsip saman al-mithl (harga
yang wajar), yaitu harga yang lazim berlaku di masyarakat dan
sebanding dengan nilai manfaat barang.>*

c. harga pasar (saman al-Mithl)

Mayoritas ulama menjadikan harga pasar sebagai indikator
objektif dalam menilai kewajaran saman. Harga pasar dipahami
sebagai harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme
permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang merusak.

Harga pasar adalah tingkat harga yang terbentuk secara alami
melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di suatu pasar.
Dalam konsep ekonomi, harga ini mencerminkan kesepakatan antara
penjual yang menawarkan barang atau jasa dengan pembeli yang
memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Ketika
permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung
naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan menurun,
harga akan turun.> Dengan demikian, harga pasar bersifat dinamis dan
selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi yang ada.

d. ketiadaan unsur gharar dan tadlis
Harga juga dinilai sah apabila bebas dari unsur gharar

(ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Ketidakjelasan harga atau

54 Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 1V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), him. 174-
176.

55 adono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 76-
77.
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manipulasi informasi mengenai barang dapat menyebabkan
ketidakseimbangan dalam transaksi.

Al-Nawaw1 menegaskan bahwa ketidakjelasan harga merupakan
salah satu bentuk gharar yang membatalkan akad jual beli. Dengan
demikian, transparansi menjadi indikator penting dalam penentuan
saman.”®
2. sistem penetapan saman menurut ulama

Selain indikator harga, para ulama juga membahas sistem
penetapan harga dalam perspektif figh muamalah, khususnya terkait boleh
atau tidaknya intervensi pihak tertentu dalam menentukan harga.

a. Penetapan Harga oleh Mekanisme Pasar

Mayoritas ulama klasik berpandangan bahwa penetapan harga
diserahkan kepada mekanisme pasar, selama tidak terjadi praktik
kezaliman seperti penimbunan (iktikar) atau monopoli. Pandangan ini
didasarkan pada hadis ketika Rasulullah SAW menolak permintaan

sahabat untuk menetapkan harga:
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Artinya: Dari anas bin malik r.a., ia berkata: Harga-harga naik pada masa
Rasulullah  #£  Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah,
tetapkanlah harga untuk kami.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya

Allah-lah  yang menentukan harga, yang menyempitkan dan

melapangkan (rezeki), serta memberi rezeki. Aku berharap bertemu

56 Al-Nawawi, Raudhat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin, Juz 111 (Beirut: Al-Maktab al-
Islami, 1991), him. 347-348.
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Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntutku
karena kezaliman dalam darah maupun harta.”

Ibn Taymiyyah menafsirkan hadis ini dengan menyatakan bahwa
intervensi harga tidak dibenarkan apabila harga terbentuk secara
normal dan adil.

b. intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu
Meskipun demikian, sebagian ulama membolehkan intervensi
pemerintah dalam penetapan harga apabila terjadi ketidakadilan pasar
yang merugikan masyarakat luas. Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim
berpandangan bahwa penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan
bahkan diwajibkan apabila bertujuan menghilangkan kezaliman,
mencegah penimbunan, dan menjaga kemaslahatan umum. Pandangan
ini menjadi dasar bagi kebijakan tas mr (price control) dalam ekonomi
Islam kontemporer.>’
c. Sistem Penetapan Harga dalam Mazhab Empat
1. Mazhab Hanafi: menekankan kebebasan penentuan harga, kecuali
terdapat unsur penipuan atau kezaliman yang nyata. Mazhab
Hanafi berpandangan bahwa pada dasarnya harga diserahkan
kepada mekanisme pasar (interaksi penjual dan pembeli). Negara
atau otoritas tidak dianjurkan menetapkan harga (fas ir) selama
kondisi pasar berjalan normal. Namun, jika terdapat praktik yang
jelas merugikan, seperti penimbunan (iktikar), penipuan, atau
ketidakadilan yang nyata, maka intervensi diperbolehkan untuk

menghilangkan kezaliman tersebut. Pandangan ini menekankan

57 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I lam al-Muwaqqi ‘in ‘an Rabb al- ‘Alamin, Juz 111 (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1996), hlm. 3-5.
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prinsip kebebasan bertransaksi yang tetap dibatasi oleh nilai
keadilan dan larangan merugikan pihak lain.*

2. Mazhab Maliki: membolehkan intervensi harga demi
kemaslahatan umum dan stabilitas pasar. Mazhab Maliki lebih
terbuka terhadap intervensi harga oleh pemerintah. Jika terjadi
ketidakseimbangan pasar yang merugikan masyarakat, seperti
lonjakan harga yang tidak wajar atau praktik monopoli, maka
penguasa boleh menetapkan harga demi kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah). Dalam pandangan ini, stabilitas sosial dan
perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga
intervensi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.>

3. Mazhab Syafi’i: cenderung menolak penetapan harga kecuali
dalam kondisi darurat. Mazhab Syafi’i pada dasarnya menolak
penetapan harga oleh pemerintah karena dianggap bertentangan
dengan kebebasan individu dalam bertransaksi. Hal ini merujuk
pada hadis ketika Rasulullah # menolak permintaan sahabat untuk
menetapkan harga. Namun, dalam kondisi darurat. misalnya
terjadi penimbunan, kelangkaan barang, atau ketidakadilan yang
meluas. sebagian ulama Syafi’iyah membolehkan intervensi
sebagai langkah darurat untuk menjaga keadilan.®

4. Mazhab Hanbali: sejalan dengan Syafi’i, namun membuka ruang
intervensi apabila terdapat kemudaratan publik. Mazhab Hanbali

memiliki pandangan yang hampir sama dengan Syafi’i, yaitu pada

58 Alauddin Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm.
129; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Juz 4, hlm. 531.

59 Imam Malik, AI-Muwatta (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi); Al-Dardir, Al-Sharh
al-Kabir, Juz 3, him. 17.

0 Imam al-Shafi'i, Al-Umm, Juz 3, hlm. 39; Imam al-Nawawi, Al-Majmu’' Sharh al-
Muhadhdhab, Juz 13, hlm. 34.
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dasarnya tidak mendukung penetapan harga secara langsung.f!
Namun, mazhab ini memberikan ruang intervensi yang lebih tegas
ketika terdapat kemudaratan publik, seperti praktik monopoli,
penimbunan, atau ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat
luas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah boleh menetapkan harga
untuk melindungi kepentingan umum.
D. Asas-Asas Penetapan Harga dalam Mekanisme Pasar
Dalam perspektif figh muamalah, penetapan harga (tahdid saman)
merupakan bagian penting dari mekanisme pasar yang memiliki implikasi
langsung terhadap keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan perlindungan hak
para pihak yang bertransaksi. Islam memandang pasar sebagai sarana pertukaran
yang sah, selama mekanisme yang berlangsung di dalamnya berlandaskan
prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penetapan harga dalam mekanisme pasar
harus sesuai dengan asas-asas normatif yang bersumber dari al-Qur’an, hadis,
dan ijtihad para ulama.®
Penetapan harga dalam praktik perdagangan lazimnya didasarkan pada
mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran
(supply) yang membentuk tingkat harga tertentu secara alami. Dalam kondisi
pasar yang normal, harga tidak ditentukan secara sepihak, melainkan terbentuk
melalui keseimbangan antara kebutuhan pembeli dan ketersediaan barang yang
dimiliki penjual. Oleh karena itu, pihak penjual ketika menetapkan harga sering
kali harus mempertimbangkan perkembangan harga pasar agar harga yang

ditetapkan tetap sesuai dengan nilai umum yang berlaku dan tidak menyimpang

%! Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 4, hlm. 240; Tbn Taymiyyah, 4l-Hisbah fi al-Islam, hlm.
25.

62 Siti Mujiatun, “Penetapan Harga dalam Perspektif Figh Muamalah,” Jurnal Al-
Mu ‘amalah (UIN Sumatera Utara), Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 112-114.
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secara berlebihan dari kebiasaan masyarakat. Hal ini penting karena harga pasar
berfungsi sebagai ukuran objektif untuk menilai kewajaran suatu transaksi.®

Dalam perspektif figh muamalah, mekanisme pasar memiliki relevansi
yang kuat karena Islam menekankan prinsip keadilan (al- ‘adalah) dan larangan
melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Harga yang mengikuti
mekanisme pasar pada dasarnya lebih dekat dengan konsep harga yang adil
(Saman al-mithl), yakni harga yang sesuai dengan nilai umum yang berlaku dalam
transaksi masyarakat. Apabila penjual menetapkan harga jauh di atas harga pasar
tanpa alasan yang dibenarkan, maka transaksi dapat mengandung unsur
ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi.®* Selain itu,
penyesuaian harga dengan mekanisme pasar juga sejalan dengan prinsip kerelaan
(taradin) dalam akad jual beli, sebab pembeli pada umumnya akan rela
melakukan transaksi apabila harga yang ditawarkan sesuai dengan standar yang
berlaku di pasar. Dengan demikian, memperhatikan harga pasar bukan hanya
kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga transaksi agar
tetap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme pasar dalam perspektif figh muamalah pada dasarnya
terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun keseimbangan
tersebut tidak berjalan secara bebas tanpa batas, melainkan dibingkai oleh asas-
asas syariah yang mengikat para pihak dalam transaksi.®> Asas-asas ini berfungsi
sebagai pedoman normatif agar aktivitas pasar berlangsung secara sah, adil, dan
terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, serta
kezhaliman. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang terjadi di pasar harus

dilandasi asas tauhid sebagai orientasi ibadah, asas kebolehan (al-ibahah) sebagai

63 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 286-289

64 Abu Ishaq al-Shatibi, AI-Muwafaqat fi Usil al-Shari ‘ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), hIm. 8-10.

65 Muhammad Abu Zahrah, A4l-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fi al-Shari‘ah al-
Islamiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), him. 237-240.
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dasar bahwa muamalah pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada larangan
syar‘i, asas kerelaan (taradin) agar akad berlangsung tanpa paksaan, asas keadilan
(al-‘adalah) untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, asas kejujuran dan
amanah (al-sidqg wa al-amanah) untuk mencegah penipuan, serta asas kejelasan
(al-bayan) guna menghindari gharar dalam objek transaksi maupun harga.

Selain itu, mekanisme pasar juga harus menjaga asas larangan riba dan
maysir agar pertukaran tidak mengandung unsur tambahan yang batil maupun
spekulasi, serta asas tidak membahayakan (/@ darar wa la dirar) dan asas
kemaslahatan (al-maslahah) agar transaksi tidak menimbulkan kerusakan sosial
maupun ekonomi. Dalam konteks penetapan harga, Islam menekankan konsep
saman al-mithl yaitu harga wajar sesuai nilai umum yang berlaku, serta melarang
praktik yang merusak pasar seperti ihtikar (penimbunan), najasy (rekayasa
permintaan), falaqqi al-rukban (mencegat pedagang sebelum sampai pasar), dan
ghabn fahish (kerugian berlebihan).®® Selanjutnya, untuk menjaga dinamika pasar
tetap sehat, Islam juga mengakui asas musawamah, yaitu kebolehan negosiasi
harga antara penjual dan pembeli secara bebas selama dilakukan secara jujur,
transparan, dan tidak mengandung unsur paksaan ataupun manipulasi, sehingga
harga yang terbentuk benar-benar lahir dari kesepakatan para pihak serta
mencerminkan keadilan dalam transaksi.

Penerapan asas musawamah menunjukkan bahwa Islam memberikan
ruang kepada mekanisme pasar untuk berjalan secara alami dengan tetap
berlandaskan pada nilai etika dan keadilan. Dalam praktiknya, proses tawar-
menawar dipandang sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan harga yang
saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, selama
negosiasi dilakukan dengan itikad baik, keterbukaan informasi, dan tanpa adanya

unsur penipuan, maka transaksi tersebut dianggap sah serta sejalan dengan prinsip

6 Ibn Taymiyyah, AI-Hisbah fi al-Islam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), him.
25-32.
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muamalah dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para

pihak.
E. Relevansi Konsep Saman dengan Mekanimse Pasar Harga Komoditi

Dalam figh muamalah, saman dipahami sebagai nilai tukar yang diberikan
atas kepemilikan suatu barang melalui akad jual beli. Konsep ini tidak sekadar
menempatkan harga sebagai nilai nominal, melainkan sebagai instrumen keadilan
yang mencerminkan keseimbangan antara manfaat barang, kondisi pasar, serta
kerelaan para pihak yang bertransaksi.®’

saman juga berkaitan dengan kejelasan dalam transaksi, baik dari sisi
harga maupun objek yang diperjualbelikan. Harga harus diketahui secara pasti
oleh kedua belah pihak sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan keraguan
atau perselisihan di kemudian hari. Kejelasan ini menjadi bagian penting dalam
menjaga keabsahan transaksi, karena dalam Islam setiap akad harus terbebas dari
unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain aspek
kejelasan, konsep saman juga menekankan adanya keseimbangan nilai antara
barang dan harga yang diberikan. Harga yang ditetapkan seharusnya
mencerminkan manfaat dan kualitas barang secara wajar, tidak terlalu rendah
hingga merugikan penjual, dan tidak pula terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas.
Dengan demikian, saman berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar pertukaran
yang terjadi dalam transaksi benar-benar berlangsung secara adil dan
proporsional.

Saman juga erat kaitannya dengan prinsip kerelaan (an-tarddin) dalam
transaksi. Kerelaan yang dimaksud bukan hanya sekadar persetujuan secara lisan,
tetapi juga mencakup kondisi di mana kedua belah pihak memahami dengan baik
harga dan objek yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak berada dalam posisi

terpaksa atau tidak memiliki informasi yang cukup, maka kesepakatan yang

67 Ibn Qudamah, Al-Mughnt, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1997), hlm. 173-
175.
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terjadi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang ditekankan dalam
figh muamalah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan harga,
asas kerelaan dalam konsep saman belum tentu terpenuhi secara substantif. Al-
Qurtubi menegaskan bahwa kerelaan yang menjadi syarat sah transaksi bukanlah
kerelaan yang lahir dari keterpaksaan atau tekanan ekonomi, melainkan kerelaan
yang didasarkan pada pengetahuan dan kebebasan memilih. Apabila penentuan
harga dilakukan tanpa transparansi standar mutu atau disertai pemotongan
sepihak yang tidak disepakati, maka praktik tersebut mengandung unsur gharar
yang dilarang dalam figh muamalah. Al-Nawawl menegaskan bahwa
ketidakjelasan harga atau objek transaksi dapat merusak keabsahan akad jual beli
karena membuka ruang perselisihan dan ketidakadilan. Mazhab Maliki
memandang bahwa harga yang adil adalah harga yang sebanding dengan nilai
manfaat barang dan sesuai dengan praktik umum di pasar. Apabila harga karet
yang diterima petani berada jauh di bawah harga pasar tanpa alasan yang objektif,
maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kewajaran harga dalam figh
muamalah.®

Selain itu, konsep saman juga berkaitan erat dengan larangan penipuan
(tadlis) dan manipulasi dalam penetapan harga. Praktik seperti pengurangan
timbangan, penilaian kualitas yang tidak objektif, maupun kesepakatan harga
yang tidak dijelaskan secara rinci bertentangan dengan prinsip kejujuran dan
keterbukaan dalam muamalah. Oleh karena itu, penerapan konsep saman
menuntut integritas pelaku pasar agar harga yang terbentuk benar-benar
mencerminkan nilai manfaat karet yang diperdagangkan serta terhindar dari unsur
kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif figh muamalah, larangan terhadap praktik penipuan ini

bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Kepercayaan

%8 Tbn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
hlm. 108-110.
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merupakan dasar utama dalam setiap transaksi, karena tanpa adanya kepercayaan,
hubungan antara penjual dan pembeli akan mudah rusak. Oleh sebab itu, setiap
bentuk ketidakjujuran, baik dalam timbangan, kualitas barang, maupun informasi
harga, dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah yang
adil. penerapan konsep saman juga menuntut adanya tanggung jawab moral dari
setiap pelaku pasar. Pengepul maupun pembeli tidak hanya dituntut untuk mencari
keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka
terhadap pihak lain, khususnya petani sebagai produsen. Dengan menjaga
kejujuran dan keterbukaan dalam penetapan harga, maka transaksi yang terjadi
tidak hanya sah secara syar*i, tetapi juga mampu menciptakan hubungan ekonomi
yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Relevansi konsep saman juga tampak dalam peran pemerintah untuk
menjaga keadilan harga karet di masyarakat. Dalam figh muamalah, intervensi
pemerintah dalam penetapan harga dibenarkan apabila mekanisme pasar gagal
mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Ibn al-Qayyim menegaskan
bahwa kebijakan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila bertujuan
menghilangkan kezaliman dan melindungi kepentingan masyarakat luas.®

konsep saman memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam praktik
penetapan harga karet di masyarakat. Prinsip kejelasan, kewajaran, kerelaan,
transparansi, serta pencegahan kezaliman yang melekat dalam konsep saman
dapat dijadikan landasan normatif untuk menilai dan memperbaiki praktik
penetapan harga karet agar lebih adil, sah secara syar‘i, dan berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan petani.’

% Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlag fi al-Iqtisad al-Islami, Kairo:
Maktabah Wahbah, 1995, him. 178.

70 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, jilid
4, hlm. 2865.



BAB TIGA
IMPLEMENTASI SAMAN TERHADAP MEKANISME HARGA KARET
DI KALANGAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN DI KEC. PADANG
TUALANG KABUPATEN LANGKAT
A. Gambaran Umum Perdagangan Karet Di Kec. Padang Tualang
Kabupaten Langkat Sumatera Utara
Perdagangan karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama masyarakat yang telah
berlangsung sejak lama dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar
penduduk di wilayah tersebut. Kecamatan Padang Tualang dikenal sebagai daerah
yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar, khususnya pada komoditas
karet yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri (perkebunan rakyat).
Keberadaan perkebunan karet ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah
yang mendukung, seperti tanah yang subur serta iklim yang sesuai untuk
pertumbuhan tanaman karet.”!

Sejak awal berkembangnya perkebunan karet di daerah ini, masyarakat
setempat telah menjadikan kegiatan penyadapan karet sebagai pekerjaan utama
maupun pekerjaan sampingan. Dalam praktiknya, karet yang dihasilkan berasal
dari pohon karet milik pribadi yang dikelola secara turun-temurun. Hasil sadapan
tersebut kemudian diolah secara sederhana menjadi bentuk karet beku (bokar)
sebelum dijual kepada pihak pembeli.

Desa Jati Sari merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang berada di
Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa
ini termasuk kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik wilayah pertanian
dengan kondisi alam yang cukup mendukung kegiatan pertanian dan kebun rakyat
masyarakat. Secara geografis, Desa Jati Sari berada pada kawasan dataran yang
sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk lahan kebun rakyat dan pertanian

rakyat. Letak desa yang berada di wilayah kebun rakyat menjadikan aktivitas

1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka
2025, (Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025), hlm. 12.
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masyarakat sehari-hari sangat berkaitan dengan sektor agraris, khususnya kebun
rakyat karet.

Kondisi lingkungan Desa Jati Sari didominasi oleh lahan kebun rakyat
yang tersebar di sekitar kawasan permukiman penduduk. Kondisi tanah yang
subur dan iklim tropis yang dimiliki wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan
berbagai tanaman kebun rakyat. Curah hujan yang relatif stabil sepanjang tahun
turut membantu masyarakat dalam mengelola kebun rakyat mereka. Oleh karena
itu, sektor kebun rakyat menjadi salah satu penopang utama kehidupan ekonomi
masyarakat desa.

Desa Jati Sari terdiri dari beberapa dusun yang dihuni oleh masyarakat
dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Akan tetapi, sebagian besar
penduduk masih menggantungkan hidup pada sektor kebun rakyat dan pertanian.
Jumlah penduduk Desa Jati Sari terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan
tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data pemerintahan desa dan data kependudukan kecamatan, jumlah
penduduk Desa Jati Sari diperkirakan mencapai ribuan jiwa yang tersebar di
beberapa dusun. Kepadatan penduduk di desa ini masih tergolong rendah
dibandingkan kawasan perkotaan sehingga suasana lingkungan masyarakat masih
relatif tenang dan nyaman untuk kegiatan pertanian dan kebun rakyat.”

Selain sektor pertanian, masyarakat Desa Jati Sari juga menjalankan
berbagai aktivitas ekonomi lain seperti perdagangan kecil, jasa, dan usaha
rumahan. Namun demikian, sektor kebun rakyat tetap menjadi sumber
penghasilan utama masyarakat karena memiliki peranan penting dalam
menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Komoditas kebun rakyat yang paling
dominan di desa ini adalah karet dan kelapa sawit, meskipun beberapa masyarakat

juga menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka
2025, (Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025), hlm. 15.



53

Sektor kebun rakyat karet merupakan salah satu komponen utama yang
berpengaruh terhadap struktur perekonomian masyarakat Desa Jati Sari. Sebagian
besar masyarakat memiliki kebun karet, baik dalam skala kecil maupun
menengah. Luas lahan kebun rakyat karet di desa ini mencapai puluhan hingga
ratusan hektare yang tersebar di berbagai wilayah desa. Kondisi tersebut
menjadikan karet sebagai salah satu komoditas utama yang banyak dibudidayakan
oleh masyarakat setempat.

Adapun Aktivitas penyadapan karet dilakukan hampir setiap hari oleh para
petani, terutama pada pagi hari sebelum hasil getah karet dikumpulkan dan dijual.
Hasil sadapan biasanya diolah menjadi lump (gumpalan) atau slab (lembaran)
sebelum dipasarkan kepada pengepul atau toke karet. Kegiatan kebun rakyat karet
tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pemilik kebun, tetapi juga
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja sebagai penyadap
maupun buruh kebun. Keberadaan toke karet di Desa Jati Sari menjadi bagian dari
aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, jumlah petani karet di Desa Jati
Sari juga tergolong cukup banyak karena sebagian besar masyarakat masih
menggantungkan mata pencaharian pada sektor kebun rakyat, khususnya tanaman
karet.”

Petani karet di Desa Jati Sari terdiri dari petani pemilik kebun sendiri
maupun masyarakat yang bekerja sebagai penyadap di kebun milik orang lain.
Jumlah petani karet di desa ini cukup besar karena sebagian besar kepala keluarga
menggantungkan penghasilan dari sektor kebun rakyat karet. Aktivitas kebun
rakyat karet telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dalam
kehidupan ekonomi masyarakat desa.”

Mukhahar (toke karet) mengatakan Komoditas karet menjadi salah satu

hasil utama yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat Desa

3 Hasil wawancara dengan Mariati, Petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

7 Ibid.
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Jati Sari. Luas kebun karet yang cukup luas menunjukkan bahwa tanaman karet
masih memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat desa. Selain dimanfaatkan
sebagai sumber penghasilan, kebun karet juga menjadi bagian dari aktivitas
ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Selain faktor harga,
kondisi cuaca juga sangat memengaruhi produktivitas kebun rakyat karet
masyarakat. Pada musim hujan, proses penyadapan karet sering mengalami
hambatan karena getah karet sulit diperoleh secara maksimal. Sebaliknya, ketika
cuaca mendukung, hasil produksi karet masyarakat biasanya meningkat sehingga
pendapatan petani juga mengalami peningkatan.”

Dari segi infrastruktur, Desa Jati Sari telah memiliki akses jalan yang
digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil kebun rakyat menuju tempat
penjualan. Jalan desa dan sarana transportasi menjadi faktor penting dalam
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya perdagangan hasil kebun
rakyat. Walaupun demikian, beberapa akses jalan masih memerlukan perbaikan
agar distribusi hasil kebun rakyat dapat berjalan lebih lancar.’”

Desa Jati Sari memiliki beberapa sarana umum yang digunakan untuk
mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti fasilitas pendidikan, tempat
ibadah, jalan desa, dan sarana pelayanan masyarakat lainnya. Sarana tersebut
menjadi bagian penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat, baik dalam
bidang pendidikan, sosial, maupun kegiatan pelayanan desa. Kondisi fasilitas
yang tersedia menunjukkan adanya perkembangan pembangunan desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.”’

Adapun masyarakat Desa Jati Sari masih menunjukkan karakteristik
masyarakat pedesaan dengan hubungan sosial yang cukup baik antarwarga.

Aktivitas masyarakat berlangsung dalam suasana yang relatif tertib dan harmonis,

75 Hasil wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

76 Ibid.

7 Ibid.
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serta masih dipengaruhi oleh nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkungan desa yang masih didominasi kawasan kebun rakyat dan permukiman
masyarakat menciptakan suasana pedesaan yang cukup tenang dan mendukung
aktivitas sosial masyarakat.

Secara umum, Desa Jati Sari merupakan wilayah pedesaan yang memiliki
potensi ekonomi cukup besar pada sektor kebun rakyat, khususnya komoditas
karet. Kehidupan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor agraris
menunjukkan bahwa kebun rakyat memiliki peranan penting dalam mendukung
perekonomian desa. Dengan kondisi alam yang mendukung serta sumber daya
manusia yang cukup besar, Desa Jati Sari memiliki peluang untuk terus
berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan desa di masa yang
akan datang.

B. Sistem Transaksi Jual Beli Karet dan Mekanisme Penetapan Harganya
Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat

Aktivitas perdagangan karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat, jalur distribusi karet umumnya melalui tiga pelaku utama, yaitu petani
karet, pengepul, dan toke karet. Petani merupakan pihak yang menghasilkan karet
melalui proses penyadapan pohon karet dan pengolahan getah menjadi bokar
(bahan olah karet). Setelah karet siap dijual, petani biasanya tidak langsung
menjual hasil produksinya ke pabrik karena keterbatasan modal, transportasi, dan
jumlah produksi yang relatif kecil. Oleh karena itu, petani menjual hasil karetnya
kepada pengepul yang berada di desa atau wilayah sekitar.

Pengepul berperan sebagai pengumpul karet dari banyak petani. Karet
yang dibeli dari petani kemudian ditimbang, dikumpulkan, dan disimpan
sementara sebelum dijual kembali kepada toke karet. Dalam menjalankan
usahanya, pengepul harus menanggung berbagai biaya operasional seperti biaya
pengangkutan, bahan bakar kendaraan, tenaga kerja, dan biaya perawatan
kendaraan. Karena itu, harga yang diberikan pengepul kepada petani biasanya

lebih rendah dibandingkan harga yang diterima dari toke karet. Pengepul
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berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pedagang yang memiliki
kapasitas lebih besar.

Adapun toke karet merupakan pedagang yang membeli karet dalam
jumlah besar dari para pengepul. Toke memiliki modal yang lebih besar
dibandingkan pengepul sehingga mampu menampung karet dalam jumlah banyak
dan mendistribusikannya ke pabrik pengolahan. Toke juga memiliki akses
informasi harga pasar yang lebih luas serta jaringan pemasaran yang lebih besar.
Dari toke inilah karet kemudian dijual ke pabrik pengolahan untuk diproses lebih
lanjut menjadi bahan baku industri. Dengan demikian, perbedaan utama antara
ketiga pelaku tersebut terletak pada fungsi dan kapasitas usahanya. Petani
berperan sebagai produsen, pengepul berperan sebagai pengumpul dan
penghubung, sedangkan toke karet berperan sebagai pedagang besar yang
memasok kebutuhan pabrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di Desa
Jati Sari, diketahui bahwa aktivitas penyadapan karet telah menjadi pekerjaan
yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Jasmin,
hasil penjualan karet merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan berbagai
kebutuhan lainnya. Setelah proses penyadapan selesai dan getah karet diolah
menjadi bokar, hasil tersebut biasanya dijual kepada pengepul yang telah menjadi
langganan petani selama bertahun-tahun.”

Jasmin menjelaskan bahwa harga karet yang diterimanya sering kali
berbeda-beda tergantung kondisi pasar dan lokasi kebun. Kebun yang berada
dekat dengan jalan utama biasanya memperoleh harga yang lebih baik karena
pengepul tidak perlu mengeluarkan biaya pengangkutan yang besar.”® Sebaliknya,

kebun yang berada jauh dari akses transportasi sering memperoleh harga yang

78 Hasil wawancara dengan jasmin, Petani Kebun Karet, tanggal 30 April 2026, di Desa
Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
9 Ibid
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lebih rendah karena adanya tambahan biaya operasional yang harus ditanggung
pengepul.

Hasil wawancara dengan Suprani selaku petani karet di Desa Gardu
menjelaskan bahwa biaya pengangkutan menjadi salah satu faktor penting yang
memengaruhi harga karet. Suprani menjelaskan bahwa biaya pengangkutan di
wilayahnya dapat mencapai sekitar Rp800,- per kilometer karena jarak kebun
yang cukup jauh dari pusat pengumpulan karet dan kondisi jalan yang belum
sepenuhnya baik. Pada musim hujan, jalan menuju kebun sering berlumpur
sehingga kendaraan sulit melintas. Kondisi tersebut menyebabkan biaya
transportasi meningkat dan berdampak pada harga jual karet yang diterima petani.
Suprani menjelaskan bahwa meskipun kualitas karet yang dihasilkan cukup baik,
harga yang diterima sering lebih rendah dibandingkan daerah lain yang memiliki
akses jalan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tumijah selaku petani karet di Desa
Agung Sari menunjukkan bahwa biaya pengangkutan di daerah tersebut berada
pada kisaran Rp700,- per kilometer. Tumijah menjelaskan bahwa perbedaan
lokasi kebun menyebabkan biaya distribusi yang berbeda antara satu petani
dengan petani lainnya. Sebagian kebun berada dekat dengan jalan utama sehingga
biaya pengangkutan relatif rendah, sedangkan sebagian lainnya berada cukup jauh
dari akses transportasi. Perbedaan tersebut menyebabkan harga yang diterima
petani tidak selalu sama meskipun kualitas karet yang dijual relatif serupa.
Menurut Tumijah, kondisi ini sudah menjadi bagian dari mekanisme perdagangan

karet yang berlangsung di wilayah tersebut.®!

8 Hasil wawancara dengan Suparni, petani Kebun Karet di Desa Gardu Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

81 Hasil wawancara dengan Tumijah, petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.
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Berdasarkan Hasil wawancara dengan Rita selaku petani karet di Desa
Agung Sari. Rita menjelaskan bahwa jarak kebun menuju tempat pengumpulan
karet menjadi salah satu faktor yang menentukan harga jual. Petani yang memiliki
kebun dekat dengan jalan utama atau tempat penampungan biasanya memperoleh
harga yang lebih tinggi dibandingkan petani yang berada di lokasi terpencil. Rita
juga menyampaikan bahwa pada musim hujan biaya pengangkutan sering
meningkat karena kendaraan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk
mencapai lokasi kebun. Akibatnya, pengepul sering melakukan penyesuaian
harga pembelian untuk menutupi tambahan biaya yang dikeluarkan selama proses
pengangkutan. Menurut Rita, faktor jarak dan akses transportasi memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan yang diterima petani karet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaidir selaku pengepul karet,
diketahui bahwa pengepul memiliki peran penting dalam jalur distribusi karet
karena menjadi penghubung antara petani dan toke karet. Khaidir menjelaskan
bahwa setiap hari dirinya membeli karet dari berbagai petani yang berada di
beberapa desa, kemudian mengumpulkannya hingga mencapai jumlah tertentu
sebelum dijual kembali kepada toke. Khaidir menjelaskan bahwa biaya
pengangkutan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan
perdagangan karet. Semakin jauh lokasi kebun petani, semakin besar biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengambil karet tersebut.®?

Khaidir juga menjelaskan bahwa kondisi jalan sangat memengaruhi biaya
operasional. Jalan yang rusak atau berlumpur menyebabkan kendaraan
membutuhkan lebih banyak bahan bakar dan lebih sering mengalami kerusakan.

Akibatnya, biaya operasional menjadi lebih tinggi dan berpengaruh terhadap

82 Hasil wawancara dengan Rita, Petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 15 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

8 Hasil wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 26 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.
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harga pembelian karet di tingkat petani. Menurut Khaidir, apabila biaya
transportasi meningkat, maka harga yang diberikan kepada petani biasanya harus
disesuaikan agar kegiatan usaha tetap memberikan keuntungan.®*

Lebih lanjut Khaidir menyampaikan bahwa dalam menentukan harga
pembelian karet, pengepul tidak hanya mempertimbangkan harga pasar yang
berlaku tetapi juga memperhitungkan biaya distribusi yang harus ditanggung.
Faktor jarak tempuh, kondisi jalan, harga bahan bakar, dan jumlah muatan yang
diangkut menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan harga. Oleh karena
itu, petani yang berada dekat dengan jalur distribusi utama cenderung
memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan petani yang berada jauh dari
akses transportasi.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saibun selaku toke karet di Desa Jati
Sari, diketahui bahwa toke memiliki fungsi sebagai pedagang besar yang membeli
karet dari pengepul untuk kemudian dijual ke pabrik pengolahan. Saibun
menjelaskan bahwa harga yang diberikan kepada pengepul dipengaruhi oleh
harga pasar, kualitas karet, serta biaya distribusi yang harus dikeluarkan.
Menurutnya, biaya pengangkutan di wilayah Desa Jati Sari rata-rata sekitar
Rp600,- per kilometer karena kondisi jalan yang relatif baik dibandingkan
beberapa daerah lainnya.

Saibun selaku toke karet di Desa Jati Sari menjelaskan bahwa biaya
pengangkutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan,
biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan kendaraan. Apabila jarak pengiriman
menuju pabrik semakin jauh, maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin
besar. Oleh karena itu, harga pembelian karet sering disesuaikan dengan kondisi
distribusi yang ada. Saibun menjelaskan lokasi yang dekat dengan pabrik atau

jalur transportasi utama memiliki keuntungan karena biaya distribusinya lebih

8 Ibid.

& Ibid.

8 Hasil Wawancara dengan Saibun, toke Karet, tanggal 12 april 2026, di Desa Jati Sari
Kecamatan Padang Tualang, kabupaten langkat.
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rendah sehingga harga karet yang diterima petani dan pengepul dapat lebih
tinggi.%’

Selain itu, Saibun menyampaikan bahwa jumlah muatan yang diangkut
juga memengaruhi efisiensi biaya transportasi. Kendaraan yang mengangkut
muatan penuh akan menghasilkan biaya operasional per kilogram yang lebih
rendah dibandingkan kendaraan yang membawa muatan sedikit. Karena itu,
pengepul biasanya mengumpulkan karet dalam jumlah tertentu terlebih dahulu
sebelum dikirim kepada toke atau pabrik. Saibun juga menjelaskan bahwa
kenaikan harga bahan bakar sering menyebabkan meningkatnya biaya distribusi
sehingga berdampak pada perubahan harga pembelian karet di tingkat petani
maupun pengepul.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang
jelas antara petani, pengepul, dan toke karet dalam rantai distribusi karet. Petani
berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan karet dari kebun, pengepul
berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur hasil produksi petani, sedangkan toke
karet berfungsi sebagai pedagang besar yang menghubungkan hasil produksi
tersebut dengan pabrik pengolahan. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda,
ketiga pelaku tersebut saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan
aktivitas perdagangan karet. Tanpa petani tidak akan ada pasokan karet, tanpa
pengepul distribusi dari petani menuju pasar akan terhambat, dan tanpa toke karet
proses pemasaran menuju pabrik pengolahan tidak dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, jalur distribusi karet di Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara
petani, pengepul, dan toke karet dalam membentuk sistem pemasaran karet.
Keberadaan masing-masing pelaku memiliki peranan penting dalam memastikan
bahwa hasil produksi petani dapat sampai ke pabrik pengolahan secara

berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi distribusi menjadi faktor

8 Ibid.
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yang sangat menentukan dalam pembentukan harga karet serta tingkat
kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan produksi karet.

C. Indikator Nilai Harga Karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat dan Nilai Fluktuasinya Pada Penetapan Harga Sepihak Oleh
Pengepul

Indikator nilai harga karet merupakan bagian penting dalam mekanisme
perdagangan karet rakyat di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
Nilai harga karet tidak terbentuk secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses transaksi antara petani,
pengepul, dan toke karet. Harga yang diterima petani pada saat menjual hasil
produksinya merupakan hasil dari pertimbangan berbagai aspek yang berkaitan
dengan kondisi karet, jarak tempuh distribusi, serta perkembangan harga pasar
dunia. Oleh karena itu, untuk memahami mekanisme pembentukan harga karet
secara menyeluruh, perlu dianalisis persepsi para pelaku perdagangan karet
terhadap indikator-indikator yang memengaruhi nilai harga karet tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi petani terhadap nilai harga karet
menunjukkan bahwa sebagian besar petani memahami bahwa harga karet sering
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun demikian, tidak semua petani
mengetahui secara pasti penyebab naik turunnya harga tersebut. Sebagian petani
beranggapan bahwa perubahan harga merupakan hal yang biasa terjadi dalam
perdagangan karet tanpa mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
Mereka hanya mengetahui bahwa harga yang diterima saat menjual karet
terkadang naik dan terkadang turun. Di sisi lain, terdapat pula sebagian petani
yang memiliki pemahaman bahwa kualitas karet, biaya pengangkutan, dan
kondisi pasar memiliki hubungan dengan perubahan harga. Akan tetapi,
pemahaman tersebut masih terbatas dan belum menyeluruh karena informasi
mengenai mekanisme pembentukan harga lebih banyak diketahui oleh pengepul

dan toke karet.
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Persepsi pengepul menunjukkan bahwa harga karet tidak dapat ditentukan
secara sembarangan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek yang
berkaitan dengan kualitas karet dan biaya operasional distribusi. Pengepul
memandang bahwa kualitas karet menjadi faktor utama dalam menentukan harga
pembelian karena berkaitan dengan standar yang diterapkan oleh pabrik
pengolahan. Selain itu, pengepul juga memperhitungkan jarak tempuh
pengangkutan karet dari lokasi kebun menuju tempat penampungan maupun
pabrik. Menurut pengepul, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk
proses distribusi, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap harga
pembelian yang diberikan kepada petani.

Adapun persepsi toke karet menunjukkan bahwa harga karet sangat
dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas, khususnya perkembangan harga
karet di tingkat pabrik dan pasar dunia. Toke karet beranggapan bahwa perubahan
harga yang terjadi di tingkat petani pada dasarnya merupakan dampak dari
perubahan harga yang terjadi di tingkat internasional. Oleh karena itu, toke karet
memandang bahwa harga pasar dunia menjadi indikator yang sangat penting
karena menentukan arah pergerakan harga karet secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Tumijah selaku petani karet di Desa Agung Sari
menunjukkan bahwa jarak tempuh juga memengaruhi harga yang diterima petani.
Menurut Tumijah, biaya pengangkutan karet di wilayahnya berkisar sekitar
Rp700,- per kilometer karena sebagian lokasi kebun berada cukup jauh dari jalan
utama. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih besar
sehingga harga yang diterima petani cenderung lebih rendah dibandingkan
wilayah yang memiliki akses transportasi yang lebih baik.*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suprani selaku petani karet di Desa

Gardu menjelaskan bahwa biaya pengangkutan karet di daerahnya dapat

8 Hasil wawancara dengan Tumijah, petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.
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mencapai sekitar Rp800,- per kilometer. Tingginya biaya tersebut disebabkan oleh
jarak kebun yang cukup jauh serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik.
Pada musim hujan, beberapa akses jalan menjadi sulit dilalui sehingga biaya
operasional pengangkutan meningkat. Menurut Suprani, kondisi tersebut sering
berdampak pada harga pembelian yang diterima petani karena pengepul
melakukan penyesuaian harga untuk menutupi biaya transportasi yang lebih
besar.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di
Kecamatan Padang Tualang, diketahui bahwa kualitas karet menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi harga jual karet. Jasmin menjelaskan bahwa petani
yang menghasilkan karet bersih dan tidak banyak mengandung air biasanya
memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan petani yang menghasilkan
karet dengan kualitas rendah. Menurutnya, karet yang bercampur tanah, kayu,
atau kotoran lainnya sering kali mendapatkan pemotongan harga dari pembeli.
Namun demikian, Jasmin mengakui bahwa penilaian kualitas karet masih
bergantung pada penilaian pengepul sehingga terkadang terjadi perbedaan
pendapat mengenai kualitas karet yang dijual.”

Mengenai harga pasar dunia, Jasmin menjelaskan bahwa petani sering kali
merasakan dampak perubahan harga tanpa mengetahui secara rinci penyebabnya.
Harga karet dapat berubah dalam waktu singkat meskipun kualitas maupun
jumlah produksi yang dihasilkan tetap sama. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa sebagian besar petani hanya mengetahui perubahan harga yang terjadi di
lapangan tanpa memahami hubungan antara harga karet lokal dengan

perkembangan pasar internasional.’!

8 Hasil wawancara dengan Suparni, petani Kebun Karet di Desa Gardu Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

% Hasil wawancara dengan jasmin, Petani Kebun Karet, tanggal 30 April 2026, di Desa
Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

! Ibid.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaidir selaku pengepul karet di
Desa Jati Sari, diketahui bahwa kualitas karet merupakan faktor pertama yang
selalu diperhatikan dalam menentukan harga pembelian. Khaidir menjelaskan
bahwa karet yang memiliki kadar air rendah, tidak bercampur tanah, kayu, atau
bahan lainnya akan lebih mudah diterima oleh pabrik pengolahan dan
memperoleh harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila karet mengandung
banyak air atau bercampur dengan kotoran, maka harga pembeliannya akan
dikurangi karena kualitasnya dianggap rendah. Menurut Khaidir, kondisi tersebut
dilakukan karena pabrik pengolahan juga menerapkan standar tertentu terhadap
kualitas karet yang diterima.”?

Khaidir juga menjelaskan bahwa jarak tempuh memiliki pengaruh
terhadap pembentukan harga karet. Menurutnya, biaya pengangkutan rata-rata
berkisar sekitar Rp600,- per kilometer yang digunakan untuk menutupi kebutuhan
bahan bakar kendaraan, biaya perawatan kendaraan, dan biaya tenaga kerja.
Karena akses jalan di Desa Jati Sari relatif baik, biaya distribusi dapat ditekan
sehingga harga pembelian karet yang diterima petani juga cenderung lebih tinggi
dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi yang lebih sulit.”

Selain itu, Khaidir menjelaskan bahwa perubahan harga pasar dunia juga
memengaruhi harga yang berlaku di tingkat pengepul. Ketika harga karet di
tingkat pabrik mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga pasar
internasional, maka pengepul juga dapat memberikan harga yang lebih tinggi
kepada petani. Sebaliknya, apabila harga pasar dunia mengalami penurunan,
maka harga pembelian yang diberikan kepada petani juga ikut menurun.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saibun selaku toke karet di Desa

Jati Sari, diketahui bahwa terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi nilai

92 Hasil wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.

% Ibid.

% Ibid.
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harga karet, yaitu kualitas karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia.
Menurut Saibun, ketiga faktor tersebut selalu menjadi dasar pertimbangan dalam
menentukan harga pembelian karet dari petani maupun pengepul.®®

Agus selaku toke karet di Desa Agung Sari menjelaskan bahwa kualitas
karet sangat menentukan nilai jual dalam setiap transaksi. Petani yang
memperhatikan kualitas karet sejak proses pengumpulan getah hingga
penyimpanan biasanya memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan petani
yang kurang memperhatikan kualitas hasil produksinya. Menurut Agus,
perbedaan kualitas karet sering menjadi penyebab terjadinya perbedaan harga
antara satu petani dengan petani lainnya meskipun transaksi dilakukan pada hari
yang sama.”®

Mengenai jarak tempuh, Agus menjelaskan bahwa semakin jauh lokasi
kebun dari tempat penampungan atau pabrik pengolahan, semakin besar biaya
yang harus dikeluarkan untuk proses pengangkutan. Akibatnya, harga pembelian
yang diberikan kepada petani menjadi lebih rendah karena sebagian nilai jual
karet digunakan untuk menutupi biaya distribusi. Sebaliknya, apabila lokasi
kebun berada dekat dengan jalur distribusi utama atau pabrik pengolahan, biaya
pengangkutan menjadi lebih kecil sehingga harga pembelian dapat ditingkatkan.”’

Agus juga menambahkan bahwa perubahan harga karet dunia sangat
berkaitan dengan kondisi ekonomi global dan permintaan industri. Meningkatnya
permintaan dari industri otomotif dan manufaktur biasanya akan mendorong
kenaikan harga karet dunia. Sebaliknya, apabila permintaan industri menurun,
harga karet dunia juga akan mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak

pada harga pembelian di tingkat petani.”®

%5 Hasil Wawancara dengan Saibun, toke Karet, tanggal 12 april 2026, di Desa Jati Sari
Kecamatan Padang Tualang, kabupaten langkat.

% Hasil wawancara dengan Agus, pelaku usaha Kebun Karet di Desa Agung Sari
Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 29 April 2026, di Darussalam, Banda
Aceh, Via WhatsApp.

7 Ibid.

% Ibid.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukhahar selaku toke karet di Desa
Jati Sari menjelaskan bahwa harga pembelian karet selalu mengikuti perubahan
harga yang berlaku di tingkat pabrik. Mukhahar menjelaskan bahwa pabrik
memperoleh acuan harga dari perkembangan pasar internasional. Ketika harga
karet dunia mengalami kenaikan, harga pembelian dari pabrik juga meningkat
sehingga pengepul maupun toke karet dapat memberikan harga yang lebih tinggi
kepada petani. Sebaliknya, apabila harga pasar dunia mengalami penurunan,
maka harga yang diterima petani juga akan mengalami penurunan meskipun
kualitas karet yang dihasilkan tetap sama.”

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi petani,
pengepul, dan toke karet terhadap indikator nilai harga karet menunjukkan adanya
perbedaan tingkat pemahaman. Sebagian besar petani mengetahui bahwa harga
karet sering berubah, namun tidak seluruhnya memahami faktor penyebab naik
turunnya harga tersebut. Sebaliknya, pengepul dan toke karet memiliki
pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme pembentukan harga karena
terlibat langsung dalam proses perdagangan dan distribusi karet.

Indikator nilai harga karet merupakan bagian penting dalam mekanisme
perdagangan karet rakyat di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
Nilai harga karet tidak terbentuk secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses transaksi antara petani dan
pengepul. Harga yang diterima petani pada saat menjual hasil produksinya
merupakan hasil dari pertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi
karet, biaya operasional perdagangan, serta perkembangan pasar. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi
nilai harga karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yaitu kualitas

karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia. Kualitas karet menentukan

% Hasil wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang
Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via
WhatsApp.
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nilai jual berdasarkan mutu fisik hasil produksi. Jarak tempuh memengaruhi
besarnya biaya operasional yang harus ditanggung dalam proses pengangkutan.
Sementara itu, harga pasar dunia menjadi faktor eksternal yang menentukan arah
perubahan harga karet secara keseluruhan. Ketiga indikator tersebut saling
berkaitan dan secara bersama-sama membentuk harga karet yang diterima oleh
petani. Oleh karena itu, perubahan pada salah satu indikator akan berdampak

terhadap perubahan harga karet yang berlaku di tingkat petani.

D. Perspektif Konsep Saman Terhadap Penetapan Harga Oleh Pengepul
Dalam Pembelian Karet Petani Di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat

Dalam ekonomi Islam secara konseptualisasinya, saman sebagai nilai
yang diberikan terhadap suatu barang sebagai alat pertukaran dalam transaksi jual
beli. saman memiliki fungsi penting karena menjadi ukuran nilai suatu komoditas
yang diperdagangkan. Secara fiqqiyyah saman di tetapkan secara baku, bahkan
diberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk membentuk harga secara
ideal selama tidak terdapat unsur kezaliman, penipuan, monopoli, maupun
eksploitasi terhadap salah satu pihak terutama terhadap konsumen dengan
pembeli. Oleh sebab itu, harga yang baik menurut Islam adalah harga yang
terbentuk secara adil berdasarkan kondisi riil barang dan mekanisme pasar yang
sehat. %

Konsep saman dalam figh muamalah sebagai nilai nominal yang
disepakati dalam transaksi, bahkan harus merefleksikan nilai keadilan ekonomi
yang harus memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat. Harga yang
adil (as-si ‘r al-'adl) sebagai nilai ideal terhadap barang dan jasa yang terbentuk
berdasarkan faktor-faktor objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dan
sebagai bentuk niil mekanisme pasar. Dalam konteks perdagangan karet di

Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, hasil penelitian menunjukkan

100 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 181-
183.
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bahwa pembentukan harga karet dipengaruhi oleh kualitas karet, jarak tempuh
atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia.

Indikator pertama yang memengaruhi harga karet adalah kualitas karet.
Dalam teori saman, kualitas barang merupakan faktor utama yang menentukan
nilai jual suatu komoditas. Semakin baik kualitas suatu barang maka semakin
tinggi pula harga yang dapat diberikan. Sebaliknya, barang yang kualitasnya
rendah akan memperoleh harga yang lebih rendah karena manfaat yang
terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Prinsip ini menunjukkan
bahwa Islam mengakui adanya perbedaan harga berdasarkan perbedaan kualitas
barang.!%!

Kualitas karet dalam perdagangan karet rakyat umumnya dinilai
berdasarkan tingkat kebersihan, kadar air, warna, tekstur, serta tingkat kepadatan
karet. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menentukan mutu karet yang
akan dipasarkan kepada industri pengolahan. Dengan demikian, penggunaan
kualitas sebagai indikator harga telah sesuai dengan teori saman karena harga
yang terbentuk didasarkan pada kondisi barang yang menjadi objek transaksi.'%*

Dalam perspektif figh muamalah, kualitas barang juga berkaitan dengan
prinsip kejujuran (sidg) dalam bermuamalah. Penjual diwajibkan menyampaikan
kondisi barang yang sebenarnya dan pembeli wajib melakukan penilaian secara
objektif. Apabila kualitas suatu barang disembunyikan atau dinilai dengan cara
yang betentangan dengan prinsip kejujuran, maka transaksi tersebut berpotensi
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh
karena itu, penilaian kualitas harus dilakukan secara transparan agar harga yang

terbentuk benar-benar mencerminkan nilai barang yang diperjualbelikan.!®

191 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
hlm. 69-72.

102 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 183-
185.

103 Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
hlm. 13.
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Namun indikator kualitas telah sesuai dengan teori saman, dalam
praktiknya masih diperlukan standar penilaian yang lebih jelas agar terhindar dari
perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli. Transparansi mengenai standar
kualitas menjadi penting karena harga yang adil ditentukan oleh kualitas itu
sendiri, tetapi juga oleh kejelasan proses penilaian kualitas tersebut. Semakin
terbuka proses penilaian kualitas, semakin kecil kemungkinan terjadinya
perselisihan dalam transaksi jual beli.

Indikator kedua adalah jarak tempuh atau biaya distribusi. Dalam teori
ekonomi Islam, biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang
merupakan bagian dari biaya yang dapat memengaruhi harga. Biaya transportasi,
biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, serta biaya operasional lainnya merupakan
pengeluaran nyata yang harus diperhitungkan dalam proses perdagangan. Oleh
karena itu, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dalam proses distribusi,
semakin besar pula pengaruhnya terhadap pembentukan harga suatu komoditas.

Berdasarkan teori saman, penggunaan biaya distribusi sebagai indikator
harga merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan karena biaya tersebut benar-
benar muncul dalam proses perdagangan. Perbedaan lokasi geografis, kondisi
jalan, dan akses transportasi menyebabkan biaya distribusi tidak selalu sama di
setiap wilayah. Akibatnya, harga yang diterima oleh penjual juga dapat
mengalami perbedaan.'%*

Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa setiap komponen biaya yang
memengaruhi harga harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi biaya distribusi
diperlukan untuk meminimalkan potensi terjadinya perbedaan pemahaman
mengenai alasan perubahan harga. kecurigaan maupun asumsi bahwa harga
ditentukan secara sepihak. Dalam hal ini, komunikasi antara penjual dan pembeli
menjadi sangat penting untuk menciptakan rasa saling percaya (trust) dalam

transaksi. Prinsip keterbukaan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

104 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 101-
103.
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Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila
kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu).
Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar
kamu mengambil pelajaran.” (QS. Al-An‘am [6]: 152).

Ayat di atas menjelaskan tentang takaran dan timbangan, para ulama
menafsirkannya sebagai perintah untuk berlaku adil dalam seluruh aspek transaksi
ekonomi, termasuk dalam penentuan harga. Dengan demikian, biaya distribusi
yang dijadikan dasar penyesuaian harga harus dijelaskan secara jujur agar tidak
menimbulkan ketidakadilan.

Indikator ketiga adalah harga pasar dunia. Karet merupakan komoditas
ekspor yang diperdagangkan secara internasional sehingga harga yang berlaku di
tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan harga pasar global.
Perubahan harga dunia akan memengaruhi harga yang berlaku pada tingkat
pabrik, pengepul, hingga petani. Oleh karena itu, harga pasar dunia menjadi salah
satu indikator yang sangat menentukan dalam pembentukan harga karet.

Dalam teori saman, harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme
pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ketika permintaan
meningkat sementara persediaan terbatas, harga akan mengalami kenaikan.
Sebaliknya, apabila permintaan menurun dan persediaan meningkat, harga akan

mengalami penurunan. Mekanisme tersebut merupakan hukum pasar yang diakui
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dalam ekonomi Islam selama berlangsung secara alami dan tidak mengandung
unsur manipulasi. Akan tetapi, perubahan harga pasar dunia sering belum
dipahami secara langsung oleh para petani. Akibatnya, ketika terjadi penurunan
harga, sebagian petani menganggap bahwa harga ditetapkan secara sepihak oleh
pihak pembeli. Padahal, perubahan tersebut sering kali merupakan dampak dari
fluktuasi harga internasional yang berada di luar kendali para pelaku perdagangan
di tingkat lokal.'®

Transparansi informasi akan menciptakan keadilan dan mengurangi
potensi konflik dalam transaksi. Hal ini menjadi penting mengingat harga karet di
pasar dunia bersifat fluktuatif dan dapat mengalami perubahan berkali-kali dalam
satu tahun. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan
tingkat permintaan dan penawaran global, kondisi ekonomi negara-negara
konsumen utama, kebijakan perdagangan internasional, nilai tukar mata uang,
serta kondisi cuaca di negara-negara produsen karet. Dalam praktiknya,
perubahan harga dapat terjadi setiap bulan bahkan dalam waktu yang lebih singkat
mengikuti perkembangan pasar internasional. Akibatnya, harga karet di tingkat
pabrik, pengepul, dan petani juga mengalami penyesuaian secara berkala. Ketika
permintaan dunia meningkat atau produksi global menurun, harga karet
cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila permintaan melemah atau
pasokan meningkat, harga karet akan mengalami penurunan. Oleh karena itu,
fluktuasi harga yang terjadi beberapa kali dalam setahun merupakan bagian dari
mekanisme pasar yang wajar dan tidak selalu disebabkan oleh kebijakan sepihak
dari pihak pembeli. Dalam perspektif teori $aman, perubahan harga yang terjadi
akibat dinamika pasar tersebut dapat diterima selama berlangsung secara alami,
transparan, dan tidak mengandung unsur manipulasi maupun ketidakadilan

terhadap salah satu pihak yang bertransaksi.

105 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017), him. 154-156.
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Ketiga indikator tersebut apabila dianalisis melalui teori saman pada
dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena merupakan
faktor yang secara nyata memengaruhi nilai suatu komoditas.'%

Prinsip keadilan dalam penetapan harga sebagaimana dijelaskan dalam

Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT:
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."”
(QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas
dasar kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut tidak akan terwujud apabila
terdapat ketidakjelasan informasi mengenai dasar pembentukan harga. Oleh
karena itu, setiap indikator yang digunakan dalam menentukan harga harus
diketahui dan dipahami oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas dapat dipahami bahwa indikator
kualitas karet, jarak tempuh atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia telah
sesuai dengan teori $aman dalam ekonomi Islam. Ketiga indikator tersebut
merupakan faktor objektif yang secara rasional memengaruhi nilai suatu
komoditas sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan harga karet.
Dengan demikian, secara teoritis praktik penetapan harga karet di Kecamatan
Padang Tualang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam konsep saman.

Namun demikian, terdapat satu aspek yang masih perlu diperkuat, yaitu

transparansi dan komunikasi dalam proses penetapan harga. Teori saman tidak

106 Enang Hidayat, Figh Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 47-50.
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hanya menekankan faktor-faktor pembentuk harga, tetapi juga menuntut adanya
keterbukaan informasi sehingga tercipta kerelaan (tarddin) antara para pihak yang
bertransaksi. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih jelas
mengenai standar kualitas karet, perhitungan biaya distribusi, dan perkembangan
harga pasar dunia. Dengan adanya komunikasi dan transparansi yang baik, potensi
miskomunikasi dapat diminimalisir sehingga transaksi jual beli karet tidak hanya
memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl),
kejujuran (sidg), dan kemaslahatan (maslahah) yang menjadi tujuan utama

ekonomi Islam.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Mekanisme penetapan harga karet di Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat dilakukan oleh pengepul dan toke karet dengan
mempertimbangkan harga pasar yang berlaku, kualitas karet, kadar air,
serta jarak tempuh dan biaya pengangkutan. Harga tersebut kemudian
disampaikan kepada petani pada saat transaksi dan penimbangan
karet. Dalam praktiknya, petani cenderung mengikuti harga yang telah
ditetapkan karena keterbatasan informasi mengenai harga pasar dan
akses terhadap pembeli lain. Dengan demikian, mekanisme penetapan
harga lebih banyak berada pada pihak pengepul dan toke, sedangkan
petani berperan sebagai penerima harga.

Faktor utama yang mempengaruhi harga karet meliputi kualitas karet,
jarak tempuh atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia. Kualitas
karet menjadi indikator penting karena karet yang bersih, memiliki
kadar air rendah, dan memenuhi standar mutu akan memperoleh harga
yang lebih tinggi. Jarak tempuh juga memengaruhi harga karet karena
semakin jauh lokasi kebun dari tempat penampungan atau pabrik
pengolahan, semakin besar biaya distribusi yang harus dikeluarkan.
Selain itu, harga pasar dunia menjadi faktor eksternal yang sangat
menentukan karena karet merupakan komoditas yang diperdagangkan
secara internasional. Perubahan harga di pasar dunia akan berdampak

langsung terhadap harga karet yang diterima petani.
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3. Dalam perspektif konsep saman, mekanisme penetapan harga karet di

Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat pada dasarnya telah
sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena harga ditentukan
berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi nilai komoditas, yaitu
kualitas karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia. Namun,
transparansi informasi kepada petani masih belum optimal. Sebagian
petani belum memahami secara jelas dasar penetapan harga, sehingga
dapat memengaruhi unsur kerelaan (an-taradin) dalam transaksi. Oleh
karena itu, meskipun mekanisme harga karet telah mengarah pada
prinsip saman, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi agar
terhindar dari unsur gharar dan tadlis, serta tercipta keadilan dan

kejelasan harga sesuai dengan prinsip figh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau

rekomendasi sebagai berikut:

1.

Kepada petani karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi harga karet, seperti kualitas karet, biaya distribusi, dan
perkembangan harga pasar dunia. Dengan pemahaman tersebut, petani
diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar dalam transaksi serta lebih
memahami dasar perubahan harga yang terjadi.

Kepada pengepul dan toke karet, perlu meningkatkan transparansi
dalam penetapan harga dengan memberikan informasi yang jelas
mengenai standar kualitas karet, biaya distribusi, dan perkembangan
harga pasar dunia. Keterbukaan informasi tersebut penting untuk
mewujudkan keadilan, kejelasan harga, dan kerelaan (an-taradin)

dalam transaksi jual beli karet sesuai dengan prinsip figh muamalah.

. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan

penelitian mengenai mekanisme penetapan harga karet dengan
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menggunakan perspektif ekonomi Islam yang lebih luas serta
memperluas objek dan lokasi penelitian. Hal ini diharapkan dapat
menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai mekanisme
harga karet dan implementasinya dalam praktik perdagangan

komoditas Perkebunan.



DAFTAR PUSTAKA

Alhammita. “Strategi Pembelian Karet dalam Upaya Meningkatkan Keuntungan
Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Toke Desa Seberang Pulau Busuk
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).” Skripsi. Riau:
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.

Al-Jazir1, Abdurrahman. Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah. Juz 11. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Kasani. Bada’i‘ al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1986.

Al-Misri, Rafiq Yunus. Usil al-Igtisad al-Islami. Damaskus: Dar al-Qalam, 2010.

Al-Nawaw1. Raudhat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin. Juz 111. Beirut: Al-Maktab
al-Islami, 1991.

Al-Nawaw1. Rawdat al-Talibin. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyabh, t.t.

Al-Qaradawi, Yusuf. Daur al-Qiyam wa al-Akhldq fi al-Iqtisad al-Islami. Kairo:
Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Qurtubi, Abt ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad. A/-Jami ‘ li Ahkam al-Qur an.
Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2006.

Al-Shatib1, Abu Ishaq. A/-Muwatfagqat fi Usil al-Shari ‘ah. Juz 11. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. 4/-Figh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV. Damaskus: Dar al-
Fikr, 1989.

Al-Zuhayli, Wahbah. A/-Figh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV. Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi
Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Figh
Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam. Terj. Nadirsyah Hawari.
Jakarta: Amzah, 2017.

77



78

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. Kecamatan Padang Tualang Dalam
Angka 2025. Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic
Foundation, 1992.

Djamil, Fathurrahman. “Konsep Mal Mutagawwam dalam Transaksi Ekonomi
Syariah.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2021.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Figh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Figh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Thsan, dan Sapiudin Shidiq. Figh Muamalat.
Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasil wawancara dengan Khaidir, Pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 26 April 2026, melalui
WhatsApp.

Hasil wawancara dengan Mariati, petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kecamatan
Padang Tualang Kabupaten Langkat, 29 April, WhatsApp.

Hasil wawancara dengan Mukhahar, pelaku usaha Kebun Karet di Desa Jati Sari
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026, melalui
WhatsApp.

Hidayat, Enang. Figh Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Muhammad Nurul. “Prinsip Kerelaan (Taradin) dalam Akad Jual Beli
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” A/-Qanin: Jurnal Pemikiran dan
Pembaruan Hukum Islam, Vol. 22, No. 1, 2019.

Ibn ‘Abd al-Barr. Al-Kafi fi Figh Ahl al-Madinah. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyabh, t.t.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. I ‘lam al-Muwaqqi ‘in ‘an Rabb al-‘Alamin. Juz I11.
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. I‘lamu al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Ibn Qudamah. 4/-Mughni. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Ibn Rushd. Bidayat al-Mujtahid wa Nihdayat al-Mugtasid. Juz 11. Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.

Ibn Taymiyyah. Al-Hisbah fi al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.



79

Ibn Taymiyyah. A/-Hisbah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Sha‘b, 1976.

Ilyas, Rahmat. “Konsep Gharar dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Figh
Muamalah.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2020.

Imam al-Shafi‘i. 4I-Umm. Juz I11.
Imam Malik. AI-Muwatta. Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi.

Jamal, Muhammad °‘Abd al-Man‘am al-. Al-Igtisad al-Islami: Dirasah
Tahliliyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 2000.

Kahf, Monzer. Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the
Islamic Economic System. Jeddah: Islamic Research and Training
Institute, 2003.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Kartini, Kartono. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk lImu Sosial
dan Humaniora. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet
Alam. Jakarta: Kemendag RI, 2019.

Khan, Muhammad Akram. Islamic Economics: Annotated Sources in English and
Urdu. Leicester: The Islamic Foundation, 1991.

Kurnia. “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet terhadap Kesejahteraan dan
Konsumsi Masyarakat Desa Kotalekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam.”
Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2019.

Maiyati. “Praktik Jual Beli Getah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi. Padangsidimpuan:
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan, 2021.

Mardani. Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2019.
Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES, 2001.

Muyjiatun, Siti. “Penetapan Harga dalam Perspektif Figh Muamalah.” Jurnal Al-
Mu ‘amalah, Vol. 3, No. 2, 2018.

Nazir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nazir, Muhammad. Metodologi Penelitian. Bandung: RajaGrafindo Persada,
1999.



80

PTPN I. Laporan Tahunan Perusahaan Perkebunan Nusantara III. Medan:
PTPN 111, 2022.

Putri, Ajeng Rahmatika. “Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap Pendapatan
dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.” Skripsi.
Palembang: Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2021.

Qasim ibn Sallam, Abt ‘Ubayd al-. Al-Amwal. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.

Riando, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.
Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sadono Sukirno. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2018.

Saefei, Rachmat. Figh Muamalah. Cet. ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Soekartawi. Agribisnis: Teori dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sudaryanto. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen. Yogyakarta:
Liberty, 2008.

Sudirman. Kimia Polimer. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
Suhendi, Hendi. Figh Muamalah. Cet. ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sukirno, Sadono. Mikroekonomi Teori Pengantar. Ed. 3. Jakarta: Rajawali Pers,
2013.

Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., dan Wismanto, W. “Konsep
Jual Beli dalam Perspektif Fiqgih Muamalah dan Implikasinya Terhadap
Ekonomi Syariah.” Jurnal 1, no. 4 (2024): 112—121.

Tamara, Dian Aditya. “Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau dari
Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo,
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi.
Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri Metro, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Wawancara dengan Agus, pelaku usaha kebun karet di Desa Agung Sari
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 29 April 2026, melalui
WhatsApp.



81

Wawancara dengan Jasmin, petani kebun karet di Desa Jati Sari Kecamatan

Padang Tualang Kabupaten Langkat, 18 April 2026.

Wawancara dengan Jumatun, petani kebun karet di Desa Gardu Kecamatan
Padang Tualang Kabupaten Langkat, 17 April 2026, melalui WhatsApp.

wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang

Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 26 April 2026,
WhatsApp.

Wawancara dengan Mariati, Petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.

Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026.

melalui

Padang

wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang

Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026.

Wawancara dengan Rita, petani kebun karet di Desa Agung Sari Kec.

Tualang Kabupaten Langkat, 15 April 2026, melalui WhatsApp.

Wawancara dengan Saibun, toke kebun karet di Desa jati Sari Kec.
Tualang Kabupaten Langkat, 12 April 2026.

Wawancara dengan Suparni, petani kebun karet di Desa Gardu Kec.
Tualang Kabupaten Langkat, 28 April 2026, melalui WhatsApp.

Wawancara dengan Tumijah, petani kebun karet di Desa Agung Sari Kec
Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026, melalui WhatsApp.

Padang

Padang

Padang

. Padang

Zahrah, Muhammad Abu. 4/-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fi al-Shari‘ah al-

Islamiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957.
Zainuddin Ali. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 20

09.



Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DERAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS 1SLAM NEGERI AR-SANIRY BANDA ACEH
3 Namar: 5134/ Us.068/FSN/PP.CO 9 /11 /2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
b m. untak i b mwmm-wum
ha dipand pertu KKU Tugns Akhir
mc dalam Jurat Kep ini dan caka
b FUDE RAamanys dipand 7 P
scrta memnenubi sysrat untuk A dalam jabs bagni pembs KK
Tupas Alhdr,

& hwa berdasarican pertimb bagai dirmaksud dalums hunaf a dan horaf
b, perta Delan Pakul Synriah dan Hubum UIN Ar-

WMM

+ 1. Und Undang Mo, 20 Tubun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- mumum 14 Tohun 2005 tentang Ouru dan Dosesy;

3, Undang-Undang Noeser 12 Talun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

4. m-mmmnumnl;m-nmsmmmmm;
5. Perutian  Peseristab O4 Tahun 3014 tentang Penyelengparssn
- mwuw

Perstaran Presidens RI Momor &4 Tahun 2013 tentang Perubahan lostitut Agama
mmm»mm wmmm

7. Kep ferster! Ags 492 Tahun 2003 Pe = ng
F dak Pemb tian PRE dilingkungan Departemen
Agar=a R

a P eri A Republik 1 ia Nemmsr 12 Tabun 2014 tentang
Wanmmum-muqmmm Aceh:

G F ia Fesser 12 Tobun 2020 tentang
linmnumhhn Ar-Raniry Banda Aceh;

10, Surat K:pulu-a m UEN Ar-Raniry ’Ihmnr Ol Takun 3015 nnm Prnberi
Kuasa dan Pendeh Faran Dekan dan Dirskrur Program
Pasca Sarjana dalam Lingk UIN Ar-Hanicy Manda Aseh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEXAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM URIVERSITAS ISLAM NEGER! AR-
mmmmmlwwwmn

KESATU 1 Menunjuk Seudara (i
a. Prof. Dr, Muhassmad Maulana, S8 Ag. MAg Sicbagai Pembimbing 1
b'l’oh-lbcrll.ﬁ‘ Schagal Femnbimnbing 11
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasissn ()
MNama 1 Zaknl Fajemi
NI 1 20103245
Prodi 1 Mukum Elkonomd Syarish
Judul 1 ummmuwmummumm
ut Kunsep % Dalam Akad
Jual Beld
KEDUA : Kepada p yung nasanya di atas diberican h i dengar
XETIGA : P n akitet kep inl ditebanks pada DIPA UIN Ar-Ranlry Tobun 2035;
KEEMPAT :mmmﬂmmm-jﬂx ‘gE ditetag n 't bl
segnia akan diutak tisy
ip Burat wntuk
- S SYARIAH DAM HURKUM,
Tembusan:
I. Kektor UIN Ar-Raniry;
zﬁmh—‘i"u&-mmn‘m‘w
3. Mahaai: yang ber

3. Arsip,

82



&3

LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL Syeikh Abdur Rauf Kopelma Danassalan Banda Aceh Telp'Fax. : 0651752921

Nomor  : 923/Un.OR/FSH.UPP.00.9/03/2026

Lamp t-
Hal : Penelitian Hmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

Langkat.Desa Jati Sari
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini mencrangkan bahwa:

NIM 1220102245

Nama : ZAHRIL FAJARNI

Program Study/Jurusan : Hukum Ekonomi Syan'ah (Muamalah)
Alamat : Sawit seberang Dusun IV Parct Rimo Jati San

Saudara yang terscbut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syan'ah Dan Hukum bermaksud
melakukan penclitian ilmish di lembaga yang Bapak/lbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan
judul  MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN
KECAMATAN PADANG TUANLANG KABUPATEN LANGKAT MENURUT KONSEP TSAMAN
DALAM AKAD JUAL BELI

Banda Acch, 10 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hasnul Arifin Mclayu, M.A., Ph.D.
Berlaku sampai : 30 Juni 2026 NIP. 197111251997031002



&4

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku

Usaha Petani karet Di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat Menurut Konsep Saman Dalam Akad Jual Beli

Tempat : Desa jati sari, Kecamatan Padang tualang,
Kabupaten Langkat
Narasumber : Toke karet, petani karet dan pengepul

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana aktivitas penyadapan karet yang dilakukan oleh petani di Desa

1 | Jati Sari?

Bagaimana keadaan perkebunan karet dan fasilitas yang ada di Desa Jati
2 | Sari dalam mendukung perekonomian masyarakat?

bagaimana cara penentuan harga karet yang diterima petani dan faktor apa
3 | saja yang memengaruhinya?

berapa biaya yang biasanya dikeluarkan untuk mengangkut karet dan
4 | apakah kondisi jalan berpengaruh terhadap harga karet yang diterima

petani?

apakah kebun yang jauh dari jalan dan kondisi jalan yang kurang baik
5 | memengaruhi biaya angkut serta harga karet yang diterima petani?

Bagaimana pengaruh kondisi jalan terhadap biaya pengangkutan dan harga
6 | karet?

Apakah letak kebun yang dekat atau jauh dari jalan memengaruhi biaya
7 | angkut dan harga karet yang diterima petani?

apakah kebun yang jauh dari jalan atau tempat pengumpulan karet
8 | membuat harga karet yang diterima petani menjadi berbeda?

kenapa harga karet petani bisa berbeda kalau lokasi kebunnya jauh atau
9 | dekat dari pabrik dan tempat pengumpulan karet?

kenapa petani yang kebunnya dekat dengan jalan atau pabrik biasanya

10 | mendapat harga karet yang lebih baik?
apa saja yang memengaruhi tinggi rendahnya harga karet yang diterima
11 | petani?

12

bagaimana pengaruh kualitas karet terhadap harga yang diterima petani?




&5

apakah kualitas karet memengaruhi harga jual yang diterima petani?

13

apa yang biasanya menyebabkan harga karet yang diterima petani bisa
14 | berbeda-beda?

apakah biaya pengangkutan berpengaruh terhadap harga karet yang dibeli
15 | dari petani?

Apakah lokasi kebun memengaruhi besar kecilnya biaya yang harus
16 | dikeluarkan saat mengangkut karet?

apakah kesulitan akses menuju kebun dapat memengaruhi biaya yang
17 | dikeluarkan pengepul saat membeli karet?

mengapa harga karet yang diterima petani bisa berubah-ubah meskipun
18 | hasil panennya hampir sama?

Bagaimana perubahan harga karet dunia bisa memengaruhi harga karet
19 | yang diterima petani?

apa yang menyebabkan harga karet kadang naik dan kadang turun di
20 | pasaran?

Mengapa harga karet yang diterima petani terkadang berubah padahal hasil
21 | karetnya tetap sama?
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Wawncara dengan petani karet di Desa Jati Sari Dusun IV Paret Rimo
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Wawncara dengan petani karet di Desa Jati Sari Dusun Gardu




Wawncara dengan toke karet di Desa Jati Sari Dusun Agung Sari

Wawncara dengan pengepul karet di Desa Jati Sari Dusun IV Paret Rimo
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